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ABSTRAK 
Alfryarnes Pongtiku, E13112 255dengan judul “Kerjasama Indonesia-Jepang Dalam 
Mitigasi Bencana Di Indonesia”, di bawah bimbingan Dr. Adi Suryadi B., 
M.A.selaku pembimbing I dan Ishaq Rahman, S.IP., M.Si.selaku pembimbing II, 
pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik, Universitas Hasanuddin. Penelitian ini menggambarkan tentang kerjasama 
bilateral Indonesia dan Jepang dalam penanggulangan bencana di Indonesia. 
Pembahasan difokuskan pada dampak kerjasama bilateral Indonesia dan Jepang 
dalam bidang mitigasi bencana di Indonesia selain prospek pengembangan kerjasama 
bilateral tersebut. Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini 
adalah Deskriptif-Analitik. Adapun teknik pengumpulan data, penulis memperoleh 
dari wawancara dan studi pustaka yang menelaah sejumlah buku, jurnal, dokumen, 
surat kabar dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama 
bilateral Indonesia dan Jepang dalam bidang mitigasi bencana memberi dampak 
positif bagi Indonesia dalam hal penanggulangan bencana sehingga aspek keamanan 
dan keselamatan individu dapat teratasi. Sistem informasi dan teknologi diadopsi dari 
Jepang dan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana alam di Indonesia mengalami 
penurunan. Selain itu, prospek kerjasama bilateral Indonesia dan Jepang didasari oleh 
kepentingan nasional masing-masing negara. Indonesia ingin mencapai aspek human 
security bagi masyarakatnya dan memerlukan penanganan teknologi bencana alam 
yang canggih seperti Jepang. Sedangkan Jepang ingin memberi bantuan dan 
berinvestasi di Indonesia. Sehingga, kepentingan kedua negara memberi prospek 
yang bagus bagi kerjasama Indonesia dan Jepang dalam mitigasi bencana alam.  
 
 
Kata kunci : Kerjasama Bilateral, Mitigasi Bencana Alam, Human Security, 
Kepentingan Nasional 
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ABSTRACT 
Alfryarnes Pongtiku, E13112 255, with title “The Cooperation Between Indonesia-
Japanin Disaster Mitigation in Indonesia”, by the guidance of Dr. Adi Suryadi B., 
M.A.assupervisor I andIshaq Rahman, S.IP., M.Si.as supervisor II, in Departement 
of International Relation, Social and Political Faculty, Hasanuddin University. This 
research describes about the bilateral cooperation between Indonesia and Japanin 
disaster tackling in Indonesia. This disscuss focused on the impact of bilateral 
cooperation Indonesia and Japanin bidang disaster mitigationin Indonesia besides the 
prospectof its bilateral cooperation elaboration. This research type is Deskriptive-
Analytic. Thedata aggregation was collected from library research in books,journals, 
dokuments, and articles. The result of this research showed that the bilateral 
cooperation between Indonesia and Japan in disaster mitigation offers positive impact 
to Indonesia in tacklingdisasterin order the security and safety aspect could be solved. 
The information and technology systemhas been adopted fromJapanand 
disadvantages of disaster in Indonesia has been reduced.Besides that, the porspect of 
bilateral cooperation between Indonesia and Japanbased on the national interest each 
of states. Indonesia will achieve human security aspectfor all its society and need 
handling of sophiticated disaster technology like in Japan. Whereas Japan will offer 
aid and investation in Indonesia. In such a way that, the national interestof both of 
states offer good prospect to the cooperation Indonesia and Japanin disaster 
mitigation. 
 
Keywords : Bilateral Cooperation, Mitigation of Disaster, Human Security, 
      National Interest 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Ilmu hubungan internasional adalah ilmu yang mempelajari mengenai 
hubungan antar negara, baik dalam bidang low politic maupun high politic.Salah satu 
kajian dari ilmu hubungan internasional yaitu mengenai kerjasama bilateral.Pada era 
globalisasi  seperti saat ini hubungan bilateral menjadi hal yang sangat penting bagi 
setiap negara, dimana hubungan bilateral dibutuhkan untuk memenuhi kepentingan 
nasional setiap negara dalam berbagai bidang. 
Indonesia adalah salah satu negara dengan kondisi geografis yang berada di 
zona the pacific ring of fire yang sangat rentan akan terjadinya gempa dan letusan 
gunung berapi.Bencana alam merupakan hal yang sangat tidak dapat dihindari oleh 
setiap orang dinegara manapun yang selalu berdampak buruk terhadap tempat yang 
terkena dampak dari bencana alam tersebut. 
Bencana alam disebabkan oleh hal-hal yang terjadi secara alamiah yang 
dipengaruhi oleh cuaca kondisi geografis maupun disebkan  oleh kesalahan-kesalahan 
yang di buat oleh tangan manusia. Oleh karena itu bencana alam menjadi salah satu 
permasalahan besar dan tugas bagi setiap negara untuk meminimalisir dampak 
kerusakan yang diakibatkanoleh bencana alam tersebut sertajumlah korban jiwa 
dalam setiap bencana alam yang terjadi. 
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Badan nasional penanggulangan bencana (BNPB) Indonesia sendiri telah 
mengeluarkan definisi khusus mengenai bencana alam.Definisi Bencana 
menurutUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 
menyebutkan definisi bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa 
atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa 
bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah 
longsor.
1
Tentunya dengan melihat kondisi geografis di Indonesia yang 
memungkinkan tingginya potensi terjadinya bencana alam dibutuhkan suatu tindakan 
khusus yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia salah satunya yaitu dengan 
kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan tujuan meminimalisir kerusakan 
dan jumlah korban jiwa akibat bencana alam. 
Salah satu negara yang dapat dikatakan sebagai negara yang juga rentan akan 
terjadinya bencana alam yaitu Jepang. Indonesia dan Jepang telah menjalin hubungan 
bilateral telah cukup lama dan dalam berbagai bentuk kerjasama.Seperti yang kita 
ketahui Indonesia pernah mengalami pengalaman pahit pada masa penjajahan, dan 
Jepang menjadi salah satu negara yang pernah ikut andil dalam masa penjahahan 
tersebut.Pada tahun 1942-1945 Jepang menjajah Indonesia dan pastinya 
meninggalkan perasaan trauma dan ketidakpercayaan pada negara dengan simbol 
                                                          
1
Diakses melalui http://www.bnpb.go.id/pengetahuan-bencana/definisi-dan-jenis-bencana , pada  
tanggal 13 Mei 2016 
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matahari terbit tersebut.
2
Namun jika kita melihat kondisi sekarang ini Jepang telah 
menjadi negara yang memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan Indonesia. 
Hubungan diplomatik antara Jepang dan Indonesia dimulai pada april 1958 
yang ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian perdamaian antara Jepang dan 
Indonesia dan pada tahun yang sama juga ditandatangani perjanjian pampasan perang 
antara Indonesia dan Jepang sebagai bentuk pergantian segala kerusakan dan 
kerugian yang di akibatkan selama masa peperangan.
3
 
Jika kita melihat kondisi sekarang ini Jepang telah menjadi negara yang 
memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan Indonesia,dengan mudahnya kita 
dapat menemukan produk dengan merk dagang asal Jepang, terutama dalam bentuk 
kendaraan bermotor dan barang-barang elektronik.Hal ini dapat dijadikan suatu 
indikator bahwa Indonesia dan Jepang sekarang ini dapat dikatakan memiliki 
hubungan diplomatik yang baik dalam berbagai aspek seperti ekonomi maupun 
politik. Jepang juga menjadi negara pertama yang selalu memeberikan bantuan 
berupa dana hibah ketika Indonesia mengalami bencana alam skala besar Jepang 
memberikan hibah sebesar 16 miliar yen
4
 atau setara dengan 1,8 triliun rupiah untuk 
                                                          
2
Diakses melalaui 
http://eprints.dinus.ac.id/14415/1/%5BMateri%5D_pendudukan_jepang_di_indonesia.pdf, pada 
tanggal 14 Mei 2016. 
3
Hubungan Bilateral Indonesia – Jepang Diakses melalui http://www.id.emb-japan.go.jp/birel_id.html, 
pada tanggal 14 Mei 2016 
4
 Indonesia – Jepang Perkuat Kerjasama Penanggulangan dan Mitigasi Bencana, Diakses melalui 
http://pendanaan.bappenas.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=158:indonesiajepa
ng-perkuat-kerja-sama-penanggulangan-dan-mitigasi-bencana&atid=3:berita&Itemid=19, pada tanggal 
14 Mei 2016 
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bantuan tiga bencana selama beberapa tahun terakhir, yakni tsunami Aceh dan Nias 
pada 2004, gempa Yogyakarta pada 2006 dan gempa Padang pada 2007. 
Indonesia telah mengalami serangkaian bentuk bencana alam yang menjadi 
pengalaman pahit Indonesia salah satu yang terparah adalah bencana gempa dan 
tsunami besar yang terjadi pada akhir tahun 2004 di Aceh lebih dari 150.000 orang 
meninggal dunia karena masih terbatasnya sistem peringatan dini terhadap bencana 
alam khususnya gempa dan tsunami. Berdasarkan catatan dariDirektorat Vulkanologi 
dan Mitigasi Bencana Geologi (DVMBG) Departemen Energi dan Sumber Daya 
Mineral menunjukan bahwa ada 28 wilayah di Indonesia yang dinyatakan rawan 
gempa dan tsunami.
5
 
Dengan melihat hal tersebut dimana Indonesia adalah wilayah yang secara 
geografis sangat rentan akan terjadinya bencana alam, maka dibutuhkan tindakan 
khusus dalam menanggulangi permasalahan ini dengan menerapkan sistem 
penanggulangan terhadap bencana alam yang lebih baik.Sebagai wilayah yang rawan 
bencana, pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam 
mengantisipasi terjadinya bencana sebelum atau setelah terjadinya bencana yakni 
mitigasi bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi.
6
 
 
                                                          
5
Diakses melalui Pusat Data dan analisaTempo. Indonesia rawan bencana. 
http://www.pdat.co.id/hg/political_pdat/2006/06/19/pol,20060619-01,id.html. pada tanggal 18 Mei 
2016 
6
 Diakses melalui http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_24.pdf UU no.24 tahun 2007 
pasal 33 tentang penanggulangan bencana. pada tanggal 18 Mei 
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Dari ketiga tahapan periode tersebut mitigasi bencana diartikan sebagai upaya 
untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.Kedua, periode 
tanggap darurat diartikan sebagai kecepatan dalam pemberian bantuan saat terjadi 
bencana di suatu wilayah. Ketiga rehabilitasi-rekonstruksi yaitu membangun kembali 
kawasan yang rusak akibat bencana dengan memperhatikan penataan ruang berbasis 
mitigasi bencana.  
Jika kita melihat dari usaha pemerintah Indonesia sendiri dapat dikatakan cukup 
baik dalam konsep dan regulasi khusus yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia 
dalam penanganan bencana saat terjadi bencana dan pasca terjadinya bencana, seperti 
penyaluran logistik terhadap korban bencana alam yang berupa obat dan makanan 
serta pembuatan tenda-tenda darurat untuk menanmpung korban. Namun sampai saat 
ini belum ada sistem peringatan dini yang cukup maju sehingga dapat dilakukan 
persiapan lebih dini untuk meminimalisir jumlah korban dan kerusakan yang 
diakibatkan oleh bencana alam. 
Dengan melihat hal tersebut dimana belum adanya teknologi sistem peringatan 
dini yang cukup baik di Indonesia, maka dibutuhkan sebuah kerjasama dengan negara 
lain yang mempunyai teknologi lebih maju dari Indonesia dan tentunya dengan 
wilayah yang juga rentan akan terjadinya bencana alam khususnya gempa bumi dan 
tsunami yaitu Jepang. Jepang adalah negara yang secara letak georgrafis juga rentan 
akan terjadinya bencana alam terutama gempa dan tsunami. 
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Karena letak georgrafis yang rawan terjadinya bencana alam di Jepang, 
pengelolaan upaya penanggulangan bencana mendapat perhatian serius dari 
pemerintah, untuk itu ada Dewan Pusat Pengelolaan Penanggulangan Bencana 
(Central Disaster Management Council) yang dipimpin langsung oleh Perdana 
Menteri dibantu oleh Menteri negara untuk Pengelolaan Penanggulangan Bencana 
(Minister of State for Disaster Management). 
Untuk tahun fiskal 2001, Pemerintah Jepang menyediakan budget sebesar 
sekitar 3 trilyun Yen untuk pengelolaan upaya penanggulangan bencana. Budget ini 
diperuntukkan : 
1. Penelitian dan Pengembangan;  
2. Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana;  
3. Pelestarian Tanah Nasional;  
4. Pemulihan dan Pembangunan Kembali Pasca Bencana.  
Sistem peringatan dini tsunami di Jepang sendiri telah mengalami 
penyempurnaan dan peningkatan sejak dibangun pada tahun 1952. Ada 6 pusat 
regional pemantauan dalam sistem ini yang berpusat di Tokyo. Di samping itu, 180 
stasiun sinyal seismik terdapat di berbagai penjuru Jepang, sementara sensor-sensor 
yang dipasang di laut selalu dipantai terus menerus selama 24 jam sehari oleh 
Earthquake and Tsunami Observation System (ETOS)yang dijalankan dengan 
komputer. Jepang mempunyai teknologi maju dalam penyusunan data base yang 
dapat menganalisa gempa bumi dan memperkirakan tsunami.  
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Selain itu, di tempat-tempat yang diperkirakan rawan bencana, seperti gempa 
bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi, penduduk mendapat buku petunjuk 
mengenai bencana yang bersangkutan. Pemerintah daerah pun mengajak penduduk 
untuk menjalani latihan penyelamatan secara reguler, dan membangun jalan-jalan 
khusus untuk menyelamatkan diri. Peringatan dini bencana dilakukan oleh 
pemerintah daerah antara lain dengan membunyikan sirene, memberikan 
pengumuman dengan pengeras suara berkeliling dan menyiarkannya melalui televisi. 
Pemerintah daerah mempunyai akses informasi melalui sistem satelit dan sistem 
komunikasi lainnya. Demikian pula untuk bantuan yang diperlukan. 
7
 
Dengan melihat sistem dan teknologi yang dimiliki Jepang dalam 
penanggulangan bencana alam khususnya gempa dan tsunami tentunya Jepang 
menjadi negara yang akan sangat membantu Indonesia dalam penanggulangan 
bencana alam dengan pengalaman serta teknologi Jepang dalam sistem 
penanggulangan bencana alam. Kerjasama penanggulangan bencana Indonesia dan 
Jepang tertuang dalam perjanjian Kerjasama untuk Meningkatkan Infrastruktur 
Metropolitan, Memperkuat Pencegahan Bencana, dan Mengembangkan Sumber Daya 
Manusia yang disepakati pada tahun 2014. 
Selain itu, pada tanggal 17 September 2015 di Tokyo ditandatangai Nota 
Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) antara Indonesia dan Jepang dalam 
bidang Informasi dan komunikasi yang merupakan pembaharuan karena perjanjian ini 
telah ada sebelumnya sejak  tanggal 12 Januari 1981 yang ditandatangani di Jakarta . 
                                                          
7
Diakses melalui http://www.id.emb-japan.go.jp/aj310_03_8.html, pada tanggal 22 Mei 2016 
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Dimana dalam MOU ini terdapat poin pada paragraf ke 4 yang membahas 
telekomunikasi yaitupada poin ke-6 yang berisi cooperation in field disaster 
management system.
8
Pemerintah Indonesia sendiri melalui Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) telah merumuskan rencana nasional 
penanggulangan bencana periode 2015-2019 dimana dokumen ini memuat tentang 
resiko bencana yang akan dihadapi oleh Indonesia dalam kurun waktu tersebut dan 
bertujuan mengurangi resiko dari bencana tersebut.
9
 
Berdasarkan hal tersebut maka penelitian mengenai kerjasama Indonesia-
Jepang dalam penanggulangan bencana sangat penting dilakukan mengingat kedua 
negara adalah negara yang secara geografis sangat rentan akan terjadinya bencana 
alam. Melihat hal ini jelas kepentingan dari negara Indonesia sendiri adalah untuk 
mendapatkan bantuan dalam untukmenunjang sistem penanggulangan bencana alam. 
Dengan melihat hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk melihat dampak 
yang terlihat dalam penangulangan bencana di Indonesiasebagai hasil dari kerjasama 
mitigasi bencana dengan Jepang. Selain itu akan dilihat dan prospek kerjasama 
mitigasi bencana antara Jepang dan Indonesia.Oleh karena itu, penulis tertarik untuk 
meneliti mengenai “Kerjasama Indonesia-Jepang dalam Mitigasi Bencana Alam di 
Indonesia”. 
 
                                                          
8
Dokumen Memorandum Of Understanding Kerjasama Indonesia dan Jepang dalam Bidang Informasi 
dan Komunikasi .Diakses melalui 
http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index?Treaty[country_id]=61&Treaty[work_type_id]=1 , 
pada tanggal 22 Mei 2016 
9
 Dokumen Rencana Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2015-2019, hal 3 
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B. Batasan dan Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin memfokuskan pembahasan 
terhadap kerjasama mitigasi bencana Indonesia dengan Jepangdalammenanggulangi 
bencana alam. Selain itu, penelitian ini ingin memahami kegunaan teknologi untuk 
meminimalisir jumlah korban akibat bencana alam, kemudian melihat peluang dalam 
kerjasama Indonesia dengan Jepang terkait masalah sistem peringatan dini di 
Indonesia yang kurang baik dibandingkan Jepang yang telah memiliki sistem 
penanggulangan bencana alam yang jauh lebih baik, serta tantangan apa saja yang 
nantinya akan dihadapi Indonesia dalam kerjasama tersebut. Dengan melihat 
permasalahan tersebut penulis ingin membatasi dan merumuskan fokus dari 
pembahasan dengan rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana dampak kerjasama mitigasi bencana Indonesia dan Jepang bagi 
penanggulangan bencana di Indonesia? 
2. Bagaimanaprospek kerjasama mitigasi bencana antara Indonesia 
danJepang? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini, yaitu :  
a. Untuk mengetahui dampak kerjasama mitigasi bencana Indonesia dan 
Jepang bagi penanggulangan bencana di Indonesia. 
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b. Untuk mengetahui  prospekkerjasama mitigasi bencana antara Indonesia 
dan Jepang. 
2. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan dari penelitian ini yaitu: 
a. Untuk memberikan sumbangan informasi mengenai kerjasama Indonesia 
dengan Jepang dalam mitigasibencana terkait penanggulangan bencana 
alam kepada akademisi, yakni Dosen, Mahasiswa, Pengamat energi, serta 
masyarakat mengenai teknologi sistem mitigasi bencana. 
b. Untuk memberikan sumbangan informasi mengenai mitigasi bencana  di 
Indonesia dan Jepang kepada akademisi Ilmu Hubungan Internasional, 
yakni Dosen, dan Mahasiswa, yang berminat mengkaji teknologi dalam 
penanggulangan bencana alam di Indonesia. 
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D. Kerangka Konseptual 
Untuk mengkaji kerjasama Jepang dan Indonesia dibutuhkan konsep dan teori 
yang jelas untuk menganalisis kerjasama Indonesia dengan Jepang. Salah satu konsep 
yang dipergunakan oleh penulis adalah konsep kepentingan nasional. Dalam sebuah 
hubungan kerjasama pastinya ada sebuah kepentingan nasional yang dibawa oleh 
setiap negara yang menjalin kerjasama. Konsep kepentingan nasional sendiri 
berbeda-beda tiap negara, tergantung bagaimana sebuah negara mendefinisikan arti 
dari kepentingan nasional, karena kapentingan nasional itu bergantung pada 
bagaimana pandangan negara tersebut akan kepentingan nasional sebuah negara. 
Oleh karena itu konsep kepentingan nasional akan sangat berpengaruh terhadap 
pembuatan kebijakan yang akan dibuat oleh pembuat kebijakan, baik kebijakan dalam 
bidang politik, ekonomi,  keamanan, dan sosial budaya. 
Morgenthau yang menganut paham realis berpendapat kepentingan nasional 
adalah kondisi permanen yang memberikan panduan rasional kepada pembuat 
kebijakan untuk bertindak.
10
Sedangkan Kanneth Waltz berpendapat dalam konsep 
kepentingan nasionalnya  menganggapsetiap negara memiliki cara tersendiri dalam 
memenuhi dan menjalankan kepentingan nasionalnya sesuai dengan arah kebijakan 
yang dimiliki negara tersebut.
11
 
                                                          
10
Scott Burchill dan Andrew Linklater, 2012, Teori-Teori Hubungan Internasional, Bandung, Nusa 
Media, hal. 104. 
11
 Robert Jackson dan George Sorensen, 2009, Pengantar Studi Hubungan Internasional,  terj. Dadan  
Suryadipura, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 115. 
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Dalam kerjasama Indonesia – Jepang dalam penanggulangan bencana alam 
terlihat kepentingan dari Indonesia adalah untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab 
dari sebuah negara salah satunya adalah untuk menlindungi masyarakatnya dari 
segala bentuk ancaman maupun bahaya, dengan diterapkanya teknologi peringatan 
dini akan bahaya bencana alam, maka pemerintah secara otomatis memenuhi 
kewajibanya melindungi masyarakatnya dari bahaya dalam penelitian ini yaitu 
bencana alam. Penerapan sistem ini sangat bermanfaat bagi Indonesia dimana seperti 
yang kita ketahui Indonesia sangat rentan akan terjadinya bencana alam dikarenakan 
letak dan kondisi geografis dari Indonesia, sehingga Indonesia memiliki kepentingan 
untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi tersebut. 
Dalam proses mencapai kepentingan nasional dari masing-masing negara 
dibutuhkan sebuah konsep kerjasama internasional. Dalam suatukerjasama  
internasional  bertemu  berbagai  macam kepentingan nasional dari berbagai negara 
dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama 
internasional adalah sisi lain dari konflik internasional  yang  juga  merupakan  salah  
satu  aspek dalam  hubungan internasional. Isu  utama  dari  kerjasama  internasional 
yaitu  berdasarkan  pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui 
kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang 
unilateral dan kompetitif. Kerjasama  internasional  terbentuk  karena  kehidupan 
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internasional  meliputi berbagai  bidang  seperti  ideologi,  politik,  ekonomi, sosial  
budaya,  lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan.
12
 
Dalam kerjasama internasional terdapat beberapa bentuk kerjasama 
internasional yaitu, bilateral, multilateral dan regional. Pada pembahasan ini 
kerjasama Indonesia dengan Jepang termasuk dalam bentuk kerjasama bilateral. 
Hubungan bilateral menggambarkan adanya hubungan yang saling 
mempengaruhi melalui aksi dan reaksi yang meliputi proses sebagai berikut : 
1. Rangsangan atau kebijakan aktual dari negara yang memprakarsai.  
2.  Presepsi dari rangsangan tersebut oleh pembuat keputusan di negara 
penerima.  
3. Respon atau aksi timbal balik dari negara penerima.  
4. Presepsi atau respon oleh pembuat keputusan dari negara pemrakarsa.
13
 
Juwondo mendefinisiklan hubungan bilateral sebagai berikut : 
Hubungan bilateral sebagai hubungan interaksi antar dua negara 
yang dikembangkan dan dimajukan dengan menghormati hak-hak 
keduanegara untuk melakukan berbagai kerjasama pada aspek-aspek 
kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan atau 
mengucilkan keberadaan negara tersebut serta menunjukkan dan 
memberikan nilai tambahan yang menguntungkan dari hubungan 
bilateral itu.
14
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Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, 2014Pengantar Ilmu Hubungan 
Internasional, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 33-34 
13
Ibid, hal42. 
14
Juwondo, 1991. Hubungan Bilateral: Definisi dan Teori. Rajawali Press. Jakarta, hal.21. Dikutip 
melalui Skripsi Fatma, 2013, Kerjasama Ekonomi Indonesia - Brasil, Makassar : Universitas 
Hasanuddin 
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Sedangkan menurut Didi Krisna hubungan bilateral adalah sebagai berikut : 
 
keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling 
mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua pihak 
atau dua negara.
15
 
 
Indonesia dalam hubungan bilateral dengan Jepang, memandang Jepang 
sebagai mitra strategis yang banyak membantu Indonesia dalam pembangunan 
infrastruktur dan telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam kesepakatan 
Partnership for Peaceful and Prosperous Future, pada 28 Desember 2006, dimana 
salah satu fokus dari kesepakatan ini mengenai kerjasama dalam penanggulangan 
bencana alam.
16
Dalam konteks hubungan internasional terdapat dua konsep besar 
dalam sebuah hubungan antar negara, kerjasama dan konflik. Kerjasama lebih kepada 
sifat konstruktif dimana hubungan antar negara ini bertujuan untuk memenuhi 
kebutuhan akan kepentingan nasional dari masing – masing negara sedangkan konflik 
lebih kepada sifat destruktif yang membuat hubungan antar negara menjadi rumit dan 
kurang harmonis sehingga akan sulit dalam memenuhi kepentingan nasional dari 
sebuah negara jika memiliki konflik dengan negara lain.  
Jika kita melihat lebih lanjut lagi hubungan bilateral dapat kita definisikan 
sebagai hubungan yang saling mempengaruhi dan memiliki hubungan timbal balik 
antara kedua belah pihak.
17
 Dengan demikiandalam melakukan kerjasama, sekurang-
                                                          
15
Didi Krisna, 1993, Kamus Politik Internasional, Jakarta, Grasindo. hal 18. 
16
Buku Diplomasi Indonesia, 2011. hal 45 diakses melalui 
http://www.kemlu.go.id/Documents/Buku%20Diplomasi%20Indonesia%202010.pdf pada tanggal 
23 Mei 2016 
17
Skripsi, Munawir Ahmad, 2011, Hubungan Bilateral Indonesia-Arab Saudi dalam Penyelenggaraan 
Ibadah Haji, Makassar : Universitas Hasanuddin. 
 
 
15 
 
kurangnya harus dimiliki dua syarat utama, yaitu, pertama, adanya keharusan untuk 
menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota yang terlibat. Tanpa 
adanya penghargaan tidak mungkin dapat dicapai suatu kerjasama seperti yang 
diharapkan semula. Kedua, adanya keputusan bersama dalam mengatasi setiap 
persoalan yang timbul. Untuk mencapai keputusan bersama, diperlukan komunikasi 
dan konsultasi secara berkesinambungan. 
Kerjasama dalam penanggulangan bencana ini adalah  bentuk keinginan suatu 
negara dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagai sebuah negara yaitu untuk 
melindungi warga negaranya. Konsep human security sekarang ini tidak lagi diartikan 
sebagai sebuah konsep  yang hanya membahas mengenai isu – isu yang bersifat 
militer, tetapi lebih kepada individu dari berbagai aspek seperti ekonomi, politik, 
lingkungan, maupun perlindngan terhadap hak asasi. Dengan melihat hal – hal 
tersebut dapat dikatakan bahwa human security mencakup berbagai aspek dalam 
kehidupan manusia. 
Konsep human security pertamakali dikemukakan oleh UNDP (United Nations 
Development Programme) dalam human development report pada tahun 1994. 
Menurut UNDP definisi dari human securityadalah : 
First, safety from such chronic threats such as hunger, disease, 
and repression. And, second,…..protection from sudden and 
hurtful ccdisruptionsin the patterns of daily life-whether in homes, 
in jobs or communities
18
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Prasetyo Edy, Human Security, diakses melaluihttps://www.google.com/search?q=edy+prasetyo-  
+human+security&ie=utf-8&oe=utf-8  pada tanggal 15 Juni 2016 
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Inonesia sebagai wilayah yang rentan akan terjadinya bencana alam khususnya 
gempa dan tsunami diharapkan mampu menerapkan konsep human security yang 
harus memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap setiap individu dalam hal ini 
adalah perlindungan dari bahaya bencana alam dimana manusia juga turut menjadi 
faktor utama dari terjadinya perubahan iklim akibat eksploitasi alam yang berlebihan 
yang mengakibatkan bencana alam terjadi.Human security sendiri berusaha 
menggeser pemikiran mengenai keamanan dari dominasi kedaulatan negara ke arah 
keamanan manusia yang mencakup masalah kesejahteraan sosial, perlindungan hak – 
hak terhadap kelompok minoritas, anak – anak, wanita, dan masalah – masalah sosial, 
ekonomi, dan politik.
19
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Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochammad Yani, 2011 Pengantar Ilmu Hubungan 
Internasional, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, Op.Cit., hal. 131 
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E. Metode Penelitian 
1. Tipe penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitik. Analisis 
deskriptif digunakan oleh penulis untuk menggambarkan atau mendeskripsikan 
kerjasama mitigasi bencana Indonesia - Jepang dalam penanggulangan bencana. 
Selanjutnya, penulis akan menggunakan meotde analitik untuk menjelaskan 
kepentingan Indonesia dalam kerjasama mitigasi bencana antara Indonesia dan 
Jepang dalam penanggulangan bencana alam. 
2. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah telaah pustaka 
(Library Research) dengan cara mengumpulkan data dengan menelaah sejumlah 
literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik berasal dari buku, 
jurnal, dokumen, majalah, surat kabar, artikel dan sebagainya. Penulis akan 
memperoleh data dari perpustakaan maupun lembaga terkait, misalnya : 
a. Kementrian Luar Negeri (KEMLU) di Jakarta 
b. Kementrian Riset dan Teknologi (KEMRISTEK) di Jakarta 
c. Kementrian Komunikasi dan Informasi (KEMKOMINFO) di Jakarta 
d. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta 
e. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta 
f. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 
g. Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia 
h. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin 
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3. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan penulis yakni data primer dalam bentuk wawancara 
dan sekunder yaitu data yang diambil dari berbagai literatur baik berupa buku, jurnal, 
dokumen, majalah, surat kabar, internet, maupun buletin yang erat hubungannya 
dengan masalah yang diteliti yaitu kerjasama mitigasi bencana Indonesia dan Jepang 
dalam menanggulangi bencana alam yang nantinya akan diteliti. Jenis – jenis data 
yang hendak diperoleh nantinya dalam penelitian adalah sebagai berikut : 
-Anggaran penanggulangan bencana di Indoesia dan Jepang. 
- Lokasi-lokasi yang rawan bencana alam di Indonesia dan Indonesia. 
- Sistem penanggulangan bencana alam yang ada di Indonesia. 
- Sistem penanggulangan bencana alam yang ada di Jepang. 
Jenis - jenis data yang lainya akan disesuaikan oleh penulis pada saat 
melakukan penelitian. 
4. Analisis Data  
 Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, dimana penulis 
menampilkan fakta-fakta mengenai kerjasama Indonesia - Jepang dalam mitigasi 
bencana dalam penanggulangan bencana alamdi Indonesia melalui data yang 
diperoleh melalui berbagai macam sumber seperti, buku, jurnal, artikel, dan berbagai 
macam tulisan yang berhubungan dengan kerjasama mitigasIndonesia-Jepang dalam 
peanggulangan bencana alam. 
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5. Metode Penulisan 
Metode penulisan yang disajikan oleh penulis berupa metode penulisan 
deduktif. Dimana paragraf yang dibuat menjelaskan didahului dengan penjelasan 
secara umum dan kemudian diikuti dengan kesimpulan secara khusus. Dalam hal ini 
penulis akan menjelaskan, kerjasama mitigasi bencana antara Indonesia danJepang 
dalam dalam penanggulangan bencana alam secara umum lalu dikerucutkan dengan 
menganalisis kepentingan Indonesia dalam kerjasama dengan Jepang dalam bidang 
mitigasi bencana alam. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Hubungan Bilateral dan Kepentingan Nasional dalam Mewujudkan Sistem 
Mitigasi Bencana di Indonesia 
Di era globalisasi seperti sekarang ini negara saling tergantung sama lain demi 
memenuhi setiap kebutuhan di negara masing-masing. Berdasarkan letak geografis 
setiap negara yang berbeda-beda maka secara tidak langsung menimbulkan perbedaan 
terhadap kebutuhan terhadap setiap negara. Indonesia merupakan negara yang secara 
letak geografis rentan akan bencana alam maka dari itu Indonesia memiliki kebutuhan 
terhadap sistem mitigasi bencana yang baik dimana hal ini memiliki tujuan untuk 
meminimalisirkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana baik bencana alam 
maupun bencana yang diakibatkan oleh manusia, dampak yang ditimbulkan dapat 
berupa kerusakan struktur fasilitas umum seperti jalan, gedung-gedung baik milik 
swasta maupun pemerintah, serta dapat menimbulkan korban jiwa bagi penduduk 
yang terkena dampak dari bencana.  
Bencana tentunya bukan hal yang dapat kita cegah khususnya bencana alam 
karena terjadi secara alamiah dan tentunya mengakibatkan kerugian yang sangat 
besar jika tidak ditangani dengan baik. Mitigasi bencana bertujuan mengurangi 
dampak tersebut maka berdasarkan letak geografis Indonesia yang rentan akan 
terjadinya bencana tentunya sistem mitigasi bencana sangat dibutuhkan Indonesia.  
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Hubungan bilateral dalam hubungan internasional memiliki sifat saling 
menguntungkan dimana kedua negara memiliki hubungan yang saling tergantung 
satu sama lain dalam hubungan bilateral juga terkadang tidak melibatkan negara 
sebagai aktor utamanya namun pihak swasta juga melakukan hubungan bilateral 
seperti suatu perusahaan yang melakukan kerjasama dengan perusahaan lain yang 
berada dinegara lain dapat dikatakan hubungan bilateral na. Lebih lanjut dijelaskan 
oleh Helder Olivio hubungan bilateral  ialah : 
Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya 
hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadinya timbal balik 
antara dua negara. Dapat dikatakan bahwa hubungan bilateral 
merupakan perjanjian yangmeliputi didalamnya terlibat dua negara 
yang membicarakan kelanjutan masa depan dari hubungan perjanjian 
yang telah disepakati oleh keduanya
20
 
 
Hubungan bilateral akan selalu dilakukan oleh setiap negara karena 
menyangkut kebutuhan serta kapasitas dari setiap negara untuk memenuhi kebutuhan 
internalnya. Indonesia dalam memenuhi kebutuhan akan sistem mitigasi bencana 
membutuhkan hubungan bilateral karena kapasitas Indonesia saat ini yang belum 
memungkinkan. Seiring dengan terjadinya sebuah hubungan bilateral maka masing – 
masing negara tentunya memiliki kebutuhan yang berbeda yang kemudian dituangkan 
dalam bentuk kerjasama. Kerjasama antar negara membawa kepentingan dan tujuan 
yang berbeda dengan berbagai jangka waktu baik dalam jangka waktu yang panjang 
                                                          
20
 Helder Olivio,“Rencana Bergabungnya Timor Leste Menjadi Anggota Asean Dan Implikasinya 
Terhadap Hubungan Bilateral Antara Australia-Timor Leste”, Bandung, Unikom , 2010, hal. 
32 
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maupun jangka waktu yang pendek. Kepentingan yang dibawa oleh setiap negara 
disebut kepentingan nasional, kepentingan nasional adalah sesuatu yang harus 
dipenuhi oleh pemerintah karena menyangkut kebutuhan yang dibutuhkan oleh 
sebuah negara secara nasional demi meningkatkan kesejahteraan negara baik dalam 
hal ekonomi, politik, sosial, dan budaya.Jack C. Plano dan Roy 
Oltonmendefinisikan kepentingan nasional sebagai: 
Tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para 
pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar 
negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan 
unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, 
seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi.
21
 
 
Tujuan utama dari sebuah Kerjasama bilateral yaitu memenuhi kebutuhan 
nasional dari masing – masing negara. Melalui kerjasama ini maka diharapkan dapat 
mempermudah negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Selain itu, Hans J. 
Morgenthau menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar 
power, dimana power adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan 
memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lainOleh karena itu, kekuasaan dan 
kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan 
suatu negara untuk bertahanan hidup (survival) dalam politik internasional.
22
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Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochammad Yani, 2011, Op.Cit.,Hal. 35 
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Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, “Ilmu Hubungan 
Internasional”Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014 hal 35 
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Kepentingan nasional bertujuan dan mempunyai faktor untuk dijadikan tolak 
ukur atau kriteria utama yang mengarahkan pada negara agar dapat memutuskan dan 
menetapkan sikap maupun tindakan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan 
negara lain. Setiap keputusan untuk menjalin hubungan dengan negara lain perlu 
dilandaskan kepada kepentingan nasional agar dapat mencapai apa yang diinginkan. 
Dengan cara menjalin hubungan kerjasama adalah hal yang umum dilakukan oleh 
berbagai negara untuk menyalurkan kepentingan maupun memenuhi kebutuhan 
internal dengan menggunakan strategi agar kepentingan nasional dapat terpenuhi. 
Sebagai negara yang berada dalam kawasan ring of fire yang rentan akan 
terjadinya bencana alam, Indonesia membutuhkan sistem mitigasi bencana alam yang 
baik dimana sistem ini mengurangi dampak yang diakibatkan oleh suatu bencana 
seperti kerugian akibat kerusakan material dan korban jiwa. Penerapan sistem ini 
membutuhkan teknologi yang maju dimana dapat memberikan sebuah peringatan dini 
akan bahaya suatu bencana, sehingga dapat dilakukan persiapan yang lebih dini untuk 
menghadapi bencana, maka berdasarkan hal tersebut Indonesia kemudian menjalin 
kerjasama dengan Jepang dalam hal mitigasi bencana yang salah satunya didasarkan 
pada teknologi informasi dan komunikasi. Kerjasama ini bertujuan untuk adanya 
sharing kebijakan; teknologi; dana hingga sistem operasional penanggulangan 
bencana Jepang terhadap Indonesia. hal tersebut disebabkan karena Jepang adalah 
negara yang juga rentan akan bahaya bancana namun telah memiliki  teknologi sistem 
mitigasi bencana yang jauh lebih maju dibanding Indonesia. 
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Kerjasama ini terjalin tentunya tak lepas dari kepentingan nasional yang dibawa 
oleh masing – masing negara. Indonesia dan Jepang telah cukup lama menjalin 
hubungan diplomatik dengan Indonesia dalam berbagai bidang seperti ekonomi, 
sosial, budaya, dan politik, dalam kerjasama ini Indonesia tentunya memiliki 
kepentingan akan hal teknologi mitigasi bencana dimana dengan diterapkanya 
teknologi ini akan mampu memberi kontribusi yang besar bagi negara dan 
mengurangi kerugian yang diakibatkan. Jepang juga dianggap sebagai mitra strategis 
oleh Indonesia karena telah banyak membantu Indonesia dalam berbagai bidang yaitu 
ekonomi, politik, sosial, dan budaya. 
Lebih lanjut Jepang menganggap Indonesia sebagai pangsa pasar bagi produk – 
produk Jepang yang sangat besar dikawasan Asia dimana Indonesia memiliki sumber 
daya alam yang berlimpah serta tingkat populasi yang tinggi dan budaya masyarakat 
Indonesia yang cenderung konsumtif, dengan menjalin kerjasama yang baik dengan 
pemerintah Indonesia, keterjaminan akan pasar dari produk Jepang akan terpenuhi, 
salah satu caranya dengan memiliki hubungan yang baik dengan Indonesia, melihat 
peluang dimana Indonesia membutuhkan teknologi mitigasi bencana maka Jepang 
dapat mempererat hubungan diplomatik dengan Indonesia melalui kerjasama dalam 
mitigasi bencana.  
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B. Human Securitydalam Mitigasi Bencana 
Dalam kehidupan manusia adanya rasa aman adalah hal sangat krusial bagi 
manusia, dimana dengan adanya rasa aman dari segala sesuatu yang dianggap  
dapatmengancam dapat memberi kenyamanan dalam kehidupan manusia. Keamanan 
yang dulunya selalu dianggap hanya selalu berkaitan dengan hal yang bersifat 
teritorial dan keamanan negara akan ancaman dari negara lain, kini telah bergeser 
maknanya ke keamanan akan suatu individu maupun kelompok. 
Peran individu sebagai sebuah aktor yang mengalami peningkatan juga serta 
pola hubungan internasional yang semakin kompleks turut ambil andil dalam 
pergeseran makna keamanan yang dulunya hanya sebatas keamanan akan negara dari 
suatu ancaman, menjadi keamanan akan setiap individu. Keamanan yang dulunya 
hanya berbasis power  dan kekuatan militer suatu bangsa bergeser kepada keamanan 
– keamanan yang kini bersifat lebih dalam ke dalam kehidupan individu. 
Kebutuhanakan keamanan setiap individu yang semakin meningkat mengakibatkan 
negara harus dapat memenuhi kebutuhan ini sebagai tanggung jawab sebuah negara 
terhadap masyarakatnya. Human security dibentuk untuk memenuhi keamanan 
terhadap tingkat individu dimana hal ini dianggap sejalan dengan tugas dan tanggung 
jawab sebuah negara.  
Konsep dari Human security sendiri digunakan sebagai sarana pemenuhan 
kebutuhan suatu individu akan rasa aman yang kemudian mendapat perhatian khusus 
dari dunia internasional seiring dengan banyaknya kasus – kasus yang menimpa suatu 
individu seperti bencana alam yang kemudian mengakibatkan kerusakan 
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infrastruktur,kelaparan, wabah penyakit. Konsep Human Securitydikeluarkan oleh 
UNDP (United Nations Developement Programme) pada tahun 1994, lebih lanjut 
UND mendefinisakn Human Security sebagai berikut: 
Human Security can be said to have two main aspects. It means, first, safety 
from such chronic threats as hunger, disease and repression. And second, it 
means protection from sudden and hurtful distruptions in the patterns of daily 
life-wheter in homes, in jobs or in communities. Such threats can exist at all 
levels of national income and development.
23
 
Konsep Human Securitydikatakan sebagai bentuk baru akan sebuah keamaan 
yang kemudian menarik banyak perhatian para pengkaji ilmu hubungan internasional 
serta pemerintah. Dalam Human Development Report, Human Securitymencakup , 
food security, economic security, political security, health security yang kemudian 
dikembangkan kembali agar lebih relevan dengan kondisi sekarang yang diinisiasi 
oleh Koffi Annan Sekertaris Jenderal PBB melalui Commission on Human Security.
24
 
Dalam CHS (Commision on Human Security) membahas perbedaan konsep 
Human Security dengan traditional security, pada tradisional security membahas 
mengenai keamanan negara sebagai aspek utama melalui kekuatan militer untuk 
melindungi negara dari ancaman - ancaman militer. Sedangkan human 
                                                          
23
Baylis, John, Steve Smith, Patricia Owens. 2008. The Globalization of World Politics: an 
Introduction to International Relation. United States : Oxford Universtity Press 
24United Nations, 2001, “Human Security” Depend Not Only on Peace of Arms nut on Socio-
Econommic Well-Being, General Assembly President Says. 
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securitymencakup hal yang lebih luas dan kompleks yang sampai kepada tingkat 
individu.Commisions on Human Security sendiri memberi definisi mengenai Human 
Security“…to protect the vital core of all human lives in ways that enhance human 
freedoms and human fulfillment.
25
 
Pengertian Human Security sendiri pertama kali diperkenalkan secara luas 
oleh United Nations dan Jepang yang lebih fokus pada freedom from fear 
(kekerasan), freedom from want (kemiskinan, kelaparan, penyakit), dan freedom to 
live in dignity (Hak Azasi Manusia dan demokrasi). Dengan adanya definisi tersebut 
membuat keamanan atau perdamaian serta Hak Azasi Manusia dan kemajuan menjadi 
saling mempengaruhi satu sama lain, apabila salah satu diperkuat maka yang lain juga 
akan kuat, vice versa.
26
Hideaki Shinoda juga mengungkapkan terdapat hubungan 
antara proses demokratisasi dengan perkembangan human security sebagai bagian 
dari non tradisional security. Shinoda juga menyebutkan bahwa perkembangan 
konsep keamanan ini dipengaruhi oleh tiga aspek utama yaitu demokratisasi, 
internasionalisasi, dan sosialisasi. Shinoda juga berpendapat bahwa munculnya ide 
tentang tanggung jawab atas permasalahan politik, ekonomi dan sosial dalam 
masyarakat menjadi tanggung jawab bersama.
27
 
 
                                                          
25
 United Nations, 2009, “Human Security In Theory and Practice” hal 5. 
26
Human Security Commision Report, 2006, Peace, Development and Human Right. Diakses melalui 
http://www.hsrgroup.org/human-security-repost/2006/text.aspx pada 17 Oktober 2016 
27
 M. Mirza Ikhwan, ”Prospek Kerjasama AHA Centre (Asean Human Assistance) Dalam Bidang 
Penanggulangan Bencana Alam Di Asia Tenggara”, Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin 2013 
hal 42. 
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Dengan berkembangnya pemahaman akan sebuah keamanan dimana 
keamanan ini tidak lagi hanya berfokus kepada ancaman militer tetapi lebih kepada 
ancaman yang lebih kompleks yang menyangkut kelangsungan hidup individu 
tentulah ancaman terhadap bencana juga masuk dalam ruang lingkup human security. 
Keamanan dari bencana ini dapat dikaitkan dengan human security jika melihat 
pergeseran makna akan keamanan itu sendiri. Mitigasi bencana dapat menjadi salah 
satu sarana untuk meningkatkan rasa aman kepada masyarakat suatu negara, dengan 
melihat ancaman dan dampak yang diakibatkan, mitigasi dapat dijadikan salah satu 
sarana pemenuhan akan rasa aman. 
C. Penelitian – Penelitian Sebelumnya 
Dalam melakukan sebuah penelitian tentunya dibutuhkan sebuah referensi 
terhadap penelitian yang akan dilakukan. Penelitian akan atau sedang dilaksanakan 
tentunya memiliki kemiripan atau terdapat beberapa kesamaan dengan beberapa 
penelitian sebelumnya. Hal ini memiliki tujuan untuk mempermudah kita dalam 
melakukan penelitian, yang sebagai mahasiswa hubungan internasional tentunya 
terdapat beberapa isu yang memiliki aspek yang sama sehingga dapat dijadikan 
referesnsi dan menjadi data pendukung yang tentunya relevan dengan penelitian yang 
akan dilakukan. Penelitian ini juga telah pernah diangkat sebelumnya dimana 
memiliki beberapa kesamaan. 
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Penelitian sebelumnya dilakukan oleh M. Mirza Ikhwan dengan judul Prospek 
Kerjasama AHA Centre (Asean Human Assistance) Dalam Bidang Penanggulangan 
Bencana Alam Di Asia Tenggara yang bertujuan menggambarkan peranan AHA 
Centre (Asean Human Assistance) dalam penanggulangan bencana di kawasan Asia 
Tenggara yang dianalisis menggunakan konsep organisasi internasional, dengan 
melihat peranan AHA Centre dalam melakukan penggulangan bencana di kawasan 
Asia Teggara diamana dalam penelitian ini mengungkapkan terdapat tiga tahapan dari 
proses penanggulangan bencana alam, yang pertama, pada saat sebelum terjadi 
bencana, saat terjadinya bencana, serta pasca bencana. AHA Centre memasukkan 
strateginya kedalam tiga tahapan tersebut yakni, pemantauan (Monitoring) sebelum 
bencana dilakukan agar dapat dengan mudah mengidentifikasi bahaya yang akan 
muncul. peringatan dini ( Early Warning) dilakukan ketika bahaya telah terdeteksi 
pada monitoring. AHA Centre akan menerima informasi dari setiap negara melalui 
NFP mengenai kesiapsiagaan dan respon (Preparedness and Response) setiap negara. 
Penelitian mengenai penanganan mitigasi bencana berjudul Penanggulangan 
Bencana sebagai Soft Powerdalam Diplomasi Indonesia ditulis oleh Ratih 
Herningtyas Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Muhammadiya Yogyakarta. Penelitian ini menggambarkan isu 
bencana Indonesia dimodifikasi menjadi modal sosial yang positif dalam 
menyelesaikan masalah ekonomi, politik, dan sosial budaya di daerah rawan bencana. 
Sehinggam manajemen penanggulangan bencana Indonesia mendapat pengakuan dari 
dunia dan hal itu menjadi soft power sebagai alat strategis untuk membangun 
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kerjasama daerah dan kolaborasi internasional untuk meningkatkan infrastruktur yang 
mampu mengurangi kerugian material bencana. 
Adapun kerangka konseptual yang digunakan oleh penulis adalah Soft Power 
dan Diplomasi Bencana dan penanggulangan bencana dalam bentuk inisiasi 
struktural. Penelitian tersebut memaparkan data dari tahun ke tahun di mana 
Indonesia memperbaharui regulasi tentang mitigasi penanggulangan bencana dalam 
bentuk seperti peraturan perundang-undangan hingga sistem operasional yang 
dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sehingga, teknik penanggulangan bencana di 
Indonesia semakin diperbaharui dengan kesiapan pemerintah yang semakin tanggap, 
maka penanggulangan mitigasi bencana merupakan potensi soft power bagi Indonesia 
yang memiliki keunggulan komparatif bagi duni internasional. 
Selain itu, terdapat penelitian yang mengkaji mengenai konstitusi dari 
kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia. Penelitian yang berjudul Analisis Isi 
Terhadap Tata Kelola Diplomasi Bencana Di Indonesia. Penelitian tersebut ditulis 
oleh Dr. Surwandono dkk pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks legal formal sejumlah 
regulasitentang kebencanaan tidak mengartikulasikan secara terbuka tentang 
konsepsidiplomasi bencana. Ketidakjelasan konsepsi diplomasi bencanaini, berimbas 
kepada karaktek pengelolaan kebencanaan di Indonesia masih bersifatinward looking 
daripada outward looking. Artinya, Diplomasi Bencana dan Kerjasama terkait 
bencana alam pada praktiknya adalah dua upaya tidak dapat dipisahkan dan saling 
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mendukung. Diplomasibencana alam berada dalam lingkup khusus sebagai strategi 
untuk mengkapitalisasi bencana sebagai sumberbagi tujuan politik, sosial, dan 
ekonomi dengan cara-cara politis. Adapun kerjasama terkait bencana alamlebih 
bersifat teknis. Apabila hal teknis ini bermuatan politis maka hal itu disebut sebagai 
upaya diplomasi. Kerjasama terkait bencana alam adalah salah satu instrumen penting 
dalam diplomasi bencana alam, dan dua upaya ini sulit dipisahkan dalam penanganan 
bencana kontemporer. 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM KERJASAMA INDONESIA-JEPANG DALAM 
MITIGASI BENCANA 
A. Sejarah Hubungan Bilateral dan Kerjasama Indonesia – Jepang 
Hubungan bilateral antara Jepang dan Indonesia telah terjadi cukup lama, 
awalnya Jepang hanya merupakan negara yang menjajah Indonesia pada tahun 1942 – 
1945. Hubungan antara Indonesia dan Jepang Pasca kemerdekaan Indonesia dari 
penjajahan Jepang tidak ada, pasca perang pasukan Jepang yang masih berada di 
Indonesia di pulangkan kembali ke negaranya dan sampai tahun 1951 tidak ada 
hubungan yang terjalin antara Indonesia dan Jepang. Setelah Jepang mendapatkan 
kembali kedaulatanya dari Amerika Serikat pada tahun 1952 barulah Jepang mencoba 
bangkit dan memperbaiki kembali kondisi perekonomian di negaranya, Jepang 
mencoba untuk menjalin hubungan bilateral dengan Indonesia, respon Indonesia 
sendiri akan usaha Jepang ini sangat buruk dikarenakan Indonesia masih menganggap 
Jepang sebagai negara penjajah. 
Kepentingan Jepang sendiri terhadap di Indonesia telah ada sejak pecahnya 
Perang Dunia ke-II . Kebutuhan Jepang yaitu ingin membangunan industri hasil 
minyak bumi yang kemudian akan di ekspor ke Jepang. Pendekatan yang kemudian 
dilakukan Jepang yaitu dengan memulai pembahasan mengenai perjanjian pampasan 
perang.Awalnya Indonesia kurang tertarik dengan kebijakan luar negeri Jepang 
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karena merasa pernah dijajah. Indonesia menuntut $17.5 milyar untuk pampasan 
perang. 
Pada bulan November 1957, presiden Soekarno menerima kunjungan Perdana 
Menteri Kishi untuk membicarakan masalah pampasan perang. Bagi Soekarno ini 
dianggap salah satucara untuk menyelamatkan Indonesia dari kemerosotan 
ekonomi.Setelah itu perdagangan Indonesia dengan Jepang menunjukkan 
peningkatan & secara umum hubungan diplomatik dengan Jepang berjalan cukup 
baik.Setidaknya, sejak 1945 - 1968, Presiden Soekarno tercatat melakukan kunjungan 
ke luar negeri sebanyak 15 kali, 10 di antaranya ke Jepang namun hanya sekali yang 
merupakan kunjungan resmi pada 1958. 
Peneguhan posisi Indonesia atas pampasan perang dari Jepang merupakan 
respon atas Pakta Perdamaian yang diterima tanggal 6 Agustus 1951, yaitu bahwa 
Pakta tersebut harus memasukkan klausul spesifik yang mengakui kedaulatan RI oleh 
Jepang dan Indonesia berhak mendapatkan pampasan perang.Setelah itu, pada 
konferensi 5 September 1951, kemungkinan atas desakan Dean Rusk, PM Yoshida 
Shigeru dan partainya pergi menemui delegasi Indonesia. 
Dalam konferensi 6 September 1951 delegasi Indonesia menekankan 
pentingnya pampasan perang dari Jepang sebagai prasyarat untuk pakta perdamaian 
dengan Jepang. Tuntutan Indonesia dipenuhi oleh PM Yoshida.Pada Januari 1958 
Pakta Perdamaian dan perjanjian pampasan perang antara Indonesia dan Jepang 
ditandatangani, sedangkan hubungan diplomatik secara resmi dimulai baru pada April 
1958. 
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Proses disetujuinya perjanjian tersebut sudah berjalan sejak bulan September 
1951 sampai dengan Desember 1957. Jepang berusaha untuk mengurangi tuntutan 
menjadi $800 juta. Bahkan banyak pemimpin Jepang yang setuju dengan Wajima 
Eiji, Direktur Biro Urusan Asia sekaligus seorang perunding utama delegasi Jepang 
bahwa Jepang seharusnya tidak perlu membayar pampasan apa pun karena tidak 
pernah benar - benar berperang dengan Indobesia.Saat Konferensi Asia Afrika 1955 
di Bandung, kepala delegasi Jepang yang dipimpin Takasaki Tatsunosuke 
mengadakan pembicaraan dengan Sunario Menlu Indonesia. Takasaki mendesak 
disusunnya tuntutan yang lebih realistis. Hasil positif kemudian dicapai dengan 
tuntutan yang berkurang menjadi sebesar $1 milyar.Karena situasi politik di Jepang 
yang memanas akibat dibukanya hubungan diplomatik dengan Uni Soviet, Wajima 
dipaksa menunda melanjutkan pembicaraan mengenai pampasan perang sampai 
kabinet baru dibentuk. 
Pada 23 Desember 1956 kabinet baru yang dibentuk oleh Ishibashi Tanzan 
terbentuk dengan Menlu Kishi Nobusuke yang dinilai menggarap langkah lebih serius 
dibanding pemerintahan sebelumnya.Setelah perundingan yang alot dan melelahkan, 
pada tanggal 20 Januari 1958 perjanjian pampasan perang ditandatangani oleh Menlu 
Fujiyama & Subandrio dengan ketetapan, antara lain: 
1. Jepang akan membayar $223,080,000 selama 12 tahun 
2. Jepang akan menghapuskan utang niaga Indonesia sebesar $176,920,000 
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3. Jepang akan memberikan bantuan ekonomi sebesar $400 juta.28 
Sejak itu hubungan bilateral antara kedua negara berlangsung baik, akrab dan 
terus berkembang tanpa mengalami hambatan berarti, bahkan kini sedang berada 
pada taraf „mitra strategis‟ (strategic partnership), menyusul kesepakatan The 
Strategic Partnership for Peaceful and Prosperous Future pada tahun 2006 dan 
Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) pada tahun 2007.  
Eratnya hubungan bilateral kedua negara tersebut juga tercermin dalam 
berbagai persetujuan yang ditandatangani maupun pertukaran nota oleh kedua 
pemerintah untuk memberikan landasan lebih kuat bagi kerjasama di berbagai bidang. 
Intensitas kunjungan timbal balik di antara pemimpin dan pejabat tinggi kedua negara 
cukup tinggi.  
Pada tingkat kepala negara, tercatat kunjungan Presiden RI ke Jepang pada 
bulan Juni 2005 dan November 2006, kunjungan dalam rangka menghadiri 
pertemuan G8 di Hokkaido pada tahun 2008, kunjungan dalam rangka KTT APEC 
Economic Leaders Meeting pada tahun 2010 serta kunjungan kerja pada 16-18 Juni 
2011. Disamping itu, Wakil Presiden RI juga melakukan kunjungan ke Jepang pada 
14-17 November 2011. Sementara Perdana Menteri Jepang tercatat melakukan 
kunjungan ke Indonesia pada tahun 2005 (PM Junichiro Koizumi), 2007 (PM Shinzo 
Abe), 2009 (Yukio Hatoyama), dan 2011 (Yoshihiko Noda).  
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http://www.sejarawan.com/190-perjanjian-pampasan-perang-jepang.html 
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Dalam kunjungan kerjanya ke Jepang pada bulan Juni 2011 tersebut, Presiden 
RI mencapai kesepakatan dengan PM Jepang untuk menindaklanjuti kemitraan 
strategis yang telah terjalin melalui pertemuan reguler tingkat Menlu, Menteri 
Ekonomi dan Menteri Pertahanan serta dialog polkam di tingkat Dirjen.  
Pada tanggal 1 November 2011, telah dilaksanakan 1st Politico-Military dan 
4th Military-Military Talk, yaitu dialog polkam tingkat Dirjen (dari Kemlu dan 
Kemhan) pertama, yang merupakan perintis untuk pertemuan rutin two-plus-two 
(political-military talks) tingkat menteri kedua negara. Jika pertemuan two-plus-two 
ini terlaksana, maka Indonesia akan menjadi negara pertama yang mempunyai dialog 
rutin tingkat menteri disemua sektor (ekonomi, politik dan keamanan) dengan Jepang. 
Antara kedua negara juga terjalin kerjasama erat sebagai sesama anggota 
organisasi/forum regional dan internasional seperti PBB, ESCAP, APEC, WTO dan 
ASEM. Dalam kerangka kerjasama regional ASEAN, Jepang merupakan salah satu 
mitra dialog utama dan anggota ARF.  
Kerjasama Ekonomi, Perdagangan dan Investasi 
Jepang merupakan mitra dagang utama Indonesia yang berada di urutan 
pertama sebagai negara tujuan ekspor dan sebagai sumber impor dengan total nilai 
perdagangan sampai dengan bulan Desember 2007 sebesar US$30 milyar meningkat 
dibandingkan periode yang sama tahun 2006 senilai US$ 27 milyar. Pada periode 
2007, Indonesia mendapatkan surplus US$17 milyar. Sementara itu untuk tahun 2008 
periode Januari-September, nilai perdagangan Indonesia-Jepang senilai US$ 
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32,8milyar, dengan ekspor Indonesia senilai US$ 21,8 milyar, impor Indonesia senilai 
US$ 11 milyar dan Indonesia mendapatkan surplus sebesar US$ 10,87 milyar.  
Terdapatnya pengakuan dari pihak Jepang bahwa investasi Jepang di kawasan 
Asia Tenggara, utamanya Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 
Indonesia dipandang menjadi pendorong utama bagi peningkatan investasi di 
kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan survey peringkat tujuan investasi yang 
diadakan JBIC, Indonesia menempati peringkat ke 8 (delapan) pada tahun 2007 naik 
satu peringkat ke peringkat ke 7 (tujuh) pada tahun 2006.  
Menarik untuk diperhatikan bahwa investasi dilakukan oleh perusahaan Jepang 
berada pada sektor usaha kecil dan menengah. Di samping itu, investasi yang masuk 
belakangan ini bukan merupakan investasi baru, melainkan ekspansi perusahaan-
perusahaan Jepang yang sudah beroperasi sebelumnya. Beberapa kendala yang 
menjadi perhatian kalangan dunia usaha Jepang dalam melakukan investasi di 
Indonesia adalah iklim investasi yang belum kondusif, masalah keamanan, 
perburuhan, kepastian hukum dan perkembangan pelaksanaan otonomi daerah. Selain 
besarnya pasar Indonesia, Indonesia juga mempunyai daya tarik lain untuk tujuan 
investasi Jepang, ketersediaan tenaga kerja yang banyak, rajin dan cepat dalam 
penguasaan teknologi serta Indonesia dianggap negara yang paling ramah terhadap 
Jepang dibanding dengan negara lain di Asia. 
29
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 Diakses melalui http://www.kemlu.go.id/tokyo/id/Pages/Jepang.aspx pada tanggal 31 Januari 2017. 
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B. Penanggulangan dan Mitigasi Bencana di Indonesia dan Jepang 
1. Kebijakan Penanggulangan dan Mitigasi Bencana di Indonesia 
Keseriusan Indonesia terhadap penanggulangan bencana dimulai pasca 
tsunami Aceh tahun 2004, bencana menjadi urusan global yang sebelumnya hanya 
menjadi urusan internal suatu negara tetapi melihat dampak yang ditimbulkan yang 
sangat merugikan, bencana kemudian menjadi permasalahan serius. Di Indonesia 
sendiri bencana tsunami di Aceh menjadi  hikmah berakhirnya konflik di Aceh. 
Kebijakan Indonesia dalam melakukan mitigasi bencana atau tindakan kesiapsiagaan 
terhadap akan bahaya suatu bencana telah tertuang dalam UU Nomor 24 tahun 2007  
tentang penanggulangan bencana dengan 13 jenis bencana yang ada baik bencana 
geologi, hidrometeorologi, biologi, sosial, atau man made disaster.
30
 
Bencana di Indonesia adalah sesuatu hal yang pasti akan terjadi di masa 
mendatang yang tak dapat diprediksi namun dapat kita kurangi dampaknya dengan 
menerapkan penanggulangan bencana yang lebih baik. Misalkan berdasarkan sejarah 
letusan gunung berapi dii dunia dengan jumlah korban meninggal terbanyak, dari 10 
kejadian di dunia 3 diantaranya terjadi di Indonesia yaitu, letusan gunung Toba, 
Tambora, dan Krakatau. Demikian pula dengan gempabumi 9,1 SR di Aceh tahun 
2004, menduduki peringkat kedua terbesar di dunia setelah Chili dari besarnya 
kekuatan gempa bumi.
31
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 Cahyaningstyas June dan Madu Ludiro, Isu Bencana Dalam Hubungan Internasional ,2013, 
Yogyakarta, hal 2, Graha llmu. 
31
Ibid, hal 4. 
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Di Indonesia selama tahun 1815 – 2011 terdapat 8.728 kejadian bencana. Dari 
total tersebut 70% adalah bencana hidrometereologi. Bencana banjir mencapai 2.712 
kejadian atau 40% dengan jumlah pengungsi mencapai 12 juta orang. Trend bencana 
menunjukkan peningkatan seiring dengan kerusakan lingkungan yang kian hari 
semakin bertambah dengan perubahan iklim yang ekstrim dan pertambahan jumlah 
penduduk yang tak terkendali makin meningkatkan potensi, intensitas dan frekuensi 
dari bencana.  
Sebagai negara yang rawan akan bencana Indonesia terus belajar dari bencana 
yang telah dialami, pasca tsunami Aceh tahun 2004 timbul kesadaran masyarakat dan 
pemerintah akan pentingnya penanggulangan bencana. Bencana yang besar tersebut 
telah merubah mindset masyarakat. Saat ini Indonesia telah memiliki sistem 
penanggulangan bencana nasional yang meliputi proses legislasi, perencanaanm 
kelembagaan, pendanaan, pengembangan kapasitas, penyelenggaraanpenanggulangan 
bencana. 
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Bagan 1. Komponen dalam sistem nasional penanggulangan bencana 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber. June Cahyaningtyas, Ludiro Madu, ”Buku Isu Bencana dalam Hubungan 
Internasional”, Yogyakarta, Graha Ilmu, hal 4. 
Dari bagan1 di atas dalam komponen sistem nasional penanggulangan 
bencana proses legislasi dilakukan berdasarkan UU, PP, Perpress, Perda, Pergub, 
Perbup, Perwa, Qanun. Perencanaan dilakukan berdasarkan RENAS PB 2010 -2014, 
RAN PRB 2010 – 2012, RPB, RAD, rencana mitigasi, rencana kontijensi, rencana 
operasi, rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, sedangkan kelembagaan yang 
mengatur sistem ini adalah secara formal BNPB, BPBD, dan non formal platform 
nasional, platform local (forum PRB), platform tematik (forum Merapi, Citarum, 
Gulunggung dan lembaga – lembaga lainya. Untuk proses pendanaan bersumber dari 
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PERENCANAAN 
KELEMBAGAAN 
PENDANAAN 
PENGEMBANGAN 
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PENYELENGGARAAN 
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dana APBDN, APBD, dana kontijensi, dana siap pakai, dana sosial hibah, dan dana 
yang bersumber dari masyarakat dan yang dimaksud dengan pengembangan kapasitas 
dalam tabel di atas adalah dalam bentuk pendidikan dan latihan, riset dan iptek 
kebencanaan, penerapan teknologi penanggulangan bencana. Tahapan akhir dalam 
sistem penanggulangan bencana nasional seperti yang tertera pada bagan di atas 
adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu, pengurangan resiko bencana, 
tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi yang merupakan tujuan akhir dari sistem 
penanggulangan bencana nasional.  
Manajemen bencana pada dasarnya berupaya untuk menghindarkan 
masyarakat dari bencana baik dengan mengurangi kemungkinan munculnya hazard  
maupun mengatasi kerentanan dari bencana. Terdapat lima model manajemen 
bencana yaitu : 
a. Disaster management continuum model. Model ini mungkin merupakan model 
yang paling banyak digunakan oleh setiap negara karena terdiri dari tahap – 
tahap yang jelas sehingga lebih mudah untuk di implementasikan. Tahapan 
manajemen bencana dalam model ini adalah emergency, relief, rehabilitation, 
reconstruction, mitigation, preparedness, dan early warning. 
b. Pre-during-post disaster model. Model manajemen bencana ini membagi tahap 
kegiatan di setiap bencana. Terdapat kegiatan – kegiatan yang perlu dilakukan 
sebelum bencana, selama bencana terjadi, dan setelah bencana. Model ini sering 
kali digabungkan dengan disaster continuum model. 
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c. Contract-expand model. Model ini berasumsi bahwa seluruh tahap – tahap yang 
ada pada manajemen bencana (emergency, relief, rehabilitation, reconstruction, 
mitigation, preparedness, dan early warning) semestinya tetap dilaksanakan 
pada daerah yang rawan bencana. Perbedaan pada kondisi bencana dan tidak 
bencana adalah pada saat bencana tahap tertentu lebih dikembangkan 
(emergency dan relief) sementara tahap yang lain seperti rehabilitation, 
reconstruction, dan mitigation kurang ditekankan. 
d. The crunch and release model. Manajemen bencana ini menekankan upaya 
mengurangi kerentanan untuk mitigasi bencana. Bila masyarakat tidak rentan 
maka bencana akan juga kecil kemungkinanya terjadi meski hazard tetap 
terjadi. 
e. Disaster risk reduction framework. Model ini menekankan upaya manajemen 
bencana pada identifikasi resiko bencana dalam bentuk kerentanan maupun 
hazard dan mengembangkan kapasitas untuk mengurangi resiko tersebut.
32
 
Selain lima pendekatan tersebut pendekatan lainya adalah lingkaran 
manajemen bencana (disaster management cycle) yang terdiri dari dua kegiatan 
besar. Pertama sebelum terjadinya bencana ( pre event) dan kedua adalah setelah 
terjadinya bencana (post event). Kegiatan setelah terjadinya bencana dapat berupa 
disaster response/emergency response (tanggap bencana)  ataupundisaster recovery. 
Kegiatan yang dilakukan sebelum terjadinya bencana dapat berupa disaster 
preparedness (kesiapsiagaan menghadapi bencan) dan disaster mitigation 
                                                          
32
 Opcit hal 5 
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(mengurangi dampak bencana). Ada juga menyebut istilah disaster risk reduction, 
sebagai gabungan dari disaster preparedness dan disaster mitigation. Terkait dengan 
manajemen penanggulangan bencana, maka UU No.24 tahun 2007 maka 
penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi 
penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan 
pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Rumusan penanggulangan 
bencana dari UU tersebut mengandung dau pengertian dasar yaitu, penanggulangan 
bencana sebagai rangkaian atau siklus, penanggulangan bencana dimulai dari 
penetapan kebijakan pembangunan yang didasari resiko bencana dan diikuti tahap 
kegiatan pencegahan bencana, tangap darurat dan rehabilitasi. 
Penanggulangan bencana di Indonesia, salah satunya adalah Kabupaten Luwu 
Utara Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten. 
Banjir yang terjadi pada bulan Juni 2017 melanda wilayah Luwu Utara. Penyebabnya 
adalah tingkat curah hujan yang tinggi menyebabkan beberapa sungai besar di 
wilayah itu tidak mampu untuk menampung air yang ada di sungai. Pemerintah 
Kabupaten Luwu Utara telah menyiapkan kebijakan dan rencana aksi. Selain 
pendekatan teknokratik, Pemkab setempat juga mencoba pendekatan berbasis 
masyarakat. 
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Luwu Utara, Alauddin Sukri, 
saat ikut serta dalam aksi gerakan bersih sungai bersama masyarakat di Desa Mari-
mari mengatakan bahwa pemerintah akan bersinergi dengan warga untuk mengurangi 
resiko terjadinya bencana. Pendekatan berbasis masyarakat mendapatkan dukungan 
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beberapa instrumen, diantaranya adalah Undang-Undang Desa yang memberikan 
ruang kepada desa untuk mengembangkan dan membangun program, termasuk untuk 
ketangguhan dalam merespon ancaman dan bencana alam.Dari pendekatan ini, upaya 
mitigasi atau mengurangi resiko banjir dapat dilakukan oleh masyarakat seperti 
menjaga kelestarian hutan di Hulu; berpartisipasi aktif untuk menjaga kebersihan dan 
ekosistem sungai; hingga kepada tahap evakuasi bencana.
33
 
Berdasarkan data yang diperoleh dari BPBD Povinsi DKI Jakarta
34
, yaitu 
banyak hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah banjir salah 
satunya adalah mengurangi dampak. Untuk mengurangi dampak dari bencana banjir 
adalah hal yang paling realistis untuk seluruh komponenbaik masyarakat maupun 
pemerintah lakukan, yaitu: 
a. Mengurangi kemungkinan dengan melakukan tindakan pencegahan 
dilingkungan masing-masing. 
b. Mengurangi risiko dengan mengetahui cara pencegahannya agar 
kerusakan yang timbul akibat bencana dapat berkurang. 
c. Mengurangi Korban yang timbul akibat kurangnya kesiapan, oleh karena 
itu persiapan yang baik akan bisa membantu masyarakat untuk melakukan 
tindakan yang tepat guna dan tepat waktu. 
                                                          
33
Siaga Bencana Berbasis Masyarakat di Luwu Utara, 30 Juni 2017, (https://luwuutarakab.go.id), 
diakses pada, 1 Juli 2017. 
34
Artikel Tentang Bencana Banjir, BPBD Provinsi DKI Jakarta,  
(http://bpbd.jakarta.go.id/article/detail/123), diakses pada Rabu, 1 Juli 2017. 
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d. Menjalin kerjasama (BNPB, BPBD DKI Jakarta, CSR, MPBI, UNESCO, 
USAID dan Masyarakat) dengan baik untuk memperlancar proses 
penanggulangan bencana, karena pada hakikatnya Pemerintah, Dunia 
Usaha dan Masyarakat wajib bekerja sama dalam upaya penanggulangan 
bencana. 
Keterbatasan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dan keterbatasan 
sumberdaya yang dialokasikan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana juga 
menjadi salah satu faktor pertimbangan utama untuk memilih bentuk fasilitas yang 
dapat diberikan oleh pemerintah Provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota. 
Batasan kewenangan dan keterbatasan sumber daya ini menyebabkan pemerintah 
Provinsi perlu menerapkan strategi khusus dalam penyelenggaraan penanggulangan 
bencana yang dimuat dalam Rencana Penanggulangan Bencana. Oleh karena itu 
berbagai fungsi yang melekat pada pemerintah Propinsi perlu dicermati sebagai dasar 
penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana.  
Peran teknis pemerintah Provinsi terbatas hanya pada aset Provinsi yang 
berada di daerah. Peran teknis lain yang mungkin diemban oleh Provinsi di daerah 
adalah pada masa darurat bencana, pada saat kabupaten/kota tidak mampu menangani 
bencana yang timbul. Beberapa strategi Provinsi DKI Jakarta dalam penanggulangan 
bencana, yaitu: 
a. Meningkatkan kapasitas BPBD dan Lembaga Terkait Penanggulangan 
Bencana untuk Optimalisasi Operasi Penanggulangan Bencana 
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Penguatan aturan yang memuat prosedur operasi perlu dioptimakan oleh 
lembaga terkait penanggulangan bencana. Aturan terkait perlu dilaksanakan 
dan diujicoba saat operasi darurat dan pemulihan bencana. Adanya Pusdalops 
Penanggulangan Bencana di tingkat Propinsi perlu didukung oleh mekanisme 
dan prosedur yang jelas serta efektif. Dukungan tersebut juga dari kemampuan 
dan kapasitas relawan dan personil yang memiliki kemampuan teknis dan 
siaga selama 24 jam setiap harinya. Sehingga Pusdalops PB Provinsi dapat 
dijalankan secara optimal dalam penanggulangan bencana di Provinsi DKI 
Jakarta. 
b. Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan 
Dalam penelitian, pendidikan dan pelatihan difokuskan untuk 
meningkatkan kapasitas daerah melalui riset-riset kebencanaan. Upaya riset 
yang dilakukan terkait pengurangan risiko bencana harus dilakukan secara 
terstruktur. Untuk mencapai kualitas hasil riset-riset terkait pengurangan 
risiko bencana dalam meningkatkan rasio biaya investasi pra bencana dan 
biaya pemulihan perlu dibangun kerjasama dengan mekanisme yang jelas dan 
efektif antara pemerintah, akademisi dan masyarakat. Pelibatan peran seluruh 
sektor terkait penanggulangan bencana menjadikan produktivitas riset dapat 
menjadi daya guna bagi upaya meredam jatuhnya korban jiwa dan harta 
benda. 
c. Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat 
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Strategi ini difokuskan pada peningkatan kapasitas daerah dan masyarakat 
melalui kemitraan dan pengarusutamaan budaya pengurangan risiko bencana. 
Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat forum pengurangan risko 
bencana di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Salah satu fokus 
kemitraan dalam forum yang dibentuk adalah optimalisasi peran dunia usaha 
dalam pengurangan risiko bencana ditingkat lokal. Kemitraan dunia usaha 
dalam penanggulangan becana diharapkan mampu mengurangi kerentanan 
sektor ekonomi masyarakat rentan.   Selain itu Peningkatan Kapasitas 
Masyarakat dilakukan melalui upaya-upaya membangun desa-desa 
percontohan untuk Kesiapsiagaan Bencana.  
d. Memperkuat Perencanaan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan 
Kajian Risiko Bencana 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat menggunakan hasil 
kajian risiko bencana untuk memperkuat perencanaan daerah. Dengan 
demikian maka rencana pembangunan daerah diharapkan dapat tersinkronisasi 
dengan upaya- upaya penanggulangan bencana. Disamping itu Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta diharapkan telah mulai mendorong penyusunan 
dokumen kajian risiko bencana di tingkat kabupaten/kota. Dokumen kajian 
bencana ini meliputi semua jenis ancaman bencana yang ada di 
kabupaten/kota tersebut. 
e. Membangun sistem kesiapsiagaan daerah 
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Kesiapsiagaan merupakan kebijakan yang perlu diambil bila upaya 
pencegahan dan mitigasi belum dirasa optimal. Kunci keberhasilan 
kesiapsiagaan adalah keberhasilan proses evakuasi masyarakat yang didukung 
oleh sistem pendeteksian ancaman dan sistem peringatan dini. Kolaborasi 
antara kultur dan teknologi (struktur) sangat penting dalam mewujudkan 
sistem kesiapsiagaan yang efektif. Pembangunan sistem kesiapsiagaan ini 
difokuskan kepada pembangunan sistem peringatan dini dan perencanaan 
kontinjensi bencana. Pembangunan sistem peringatan dini difokuskan untuk 
bencana-bencana prioritas dengan memadukan kemajuan tenologi dan 
kearifan lokal. Sistem ini harus dapat melayani pemberian informasi 
peringatan kepada seluruh penduduk yang membutuhkan untuk mengurangi 
resiko yang mungkin timbul. 
f. Pencegahan dan Mitigasi 
Pencegahan bencana dilaksanakan dengan memberikan perlakuan di 
sumber bencana sehingga menghilangkan ancaman sehingga kejadian bencana 
dapat dihilangkan. Mitigasi bencana dilaksanakan dengan membangun zona 
penghalang antara potensi bencana dengan faktor risiko yang ada. Mitigasi 
dapat berupa struktural yaitu dengan memperkuat bangunan dan insfrastruktur 
yang berpotensi terkena bencana seperti membuat kode bangunan, desain 
rekayasa dan lain-lain, maupun dengan melakukan mitigasi non struktural 
dengan meningkatkan pemahaman akan besarnya potensi bencana, menjaga 
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kepekaan dan kesiapsiagaan agar melakukan tindakan akurat sebelum atau 
ketika bencana. 
g. Penanganan Bencana 
Penanganan Bencana merupakan kebijakan yang perlu diambil saat masa 
krisis, masa darurat dan masa pemulihan dilaksanakan. Penanganan bencana 
dilaksanakan untuk menyelamatkan korban bencana sekaligus melakukan 
normalisasi secepatnya kehidupan dan perikehidupan korban bencana. Untuk 
menjamin capaian dari kebijakan ini, maka program difokuskan kepada 
tanggap darurat bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi.
35
 
Di wilayah timur Indonesia, khususnya Manokwari, paradigma 
penanggulangan bencana saat ini mulai menitikberatkan pada pengurangan risiko 
bencana (PRB). Penyusunan rencana kontijensi (renkon) pada hakikatnya adalah 
suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada ancaman 
yang mungkin terjadi dari potensi bencana yang ada, sehingga penyusunan renkon ini 
merupakan proses untuk menentukan prosedur operasional dalam merespon kejadian 
khusus dengan memaksimalkan sumberdaya dan kapasitas yang dimiliki oleh daerah 
terdampak dalam merespon secara tepat waktu, efektif, dan sesuai prosedur. Tujuan 
utama dari penyusunan renkon adalah untuk meminimalisasi dampak ketidakpastian 
dengan melakukan pengembangan skenario dan proyeksi kebutuhan saat keadaan 
darurat yang harus dipahami dan disepakati oleh seluruh stakeholder yang ada. 
                                                          
35
Artikel 3S Untuk Wujudkan Kota Jakarta Tangguh Terhadap Bencana, BPBD Provinsi DKI Jakarta,  
(http://bpbd.jakarta.go.id/article/detail/122), diakses pada, 1 Juli 2017. 
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Dengan dukungan BNPB, sebanyak 60 orang peserta aktif yang terdiri dari 
unsur terkait bidang kebencanaan, seperti BPBD Provinsi dan Kabupaten, 
TNI/POLRI, Basarnas, BMKG, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan 
Komunikasi dan Informatika, Bapeda, Dinas Pendidikan, Kesbangpol, Dinas PU, 
DKP, PLN, PMI, KSBK, TATTs, Forum PRB, Unsur Perguruan Tinggi, Senkom, dll 
mengikuti kegiatan penyusunan renkon ancaman bencana gempa dan tsunami yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui BPBD Provinsi Papua 
Barat, tanggal 25 s/d 28 Juli 2017 di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten 
Manokwari Selatan. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Papua Barat, Derek Ampnir, 
S.Sos, mengatakan, penyusunan renkon ini sangat diperlukan mengingat Provinsi 
Papua Barat termasuk wilayah yang rentan terhadap ancaman bencana gempa dan 
tsunami. Apabila terjadi gempa dan tsunami, maka renkon ini akan berubah menjadi 
Rencana Operasi Tanggap Darurat. 
Selain itu, bebagai temuan dan rekomendasi terkait penyusunan renkon 
Ancaman Bencana Gempa dan Tsunami di Papua Barat, untuk Kabupaten Manokwari 
dan Manokwari Selatan, antara lain : 
a. Data-data spasial dan non spasial dalam draf awal renkon perlu dilengkapi 
dan divalidasi sebelum pelaksanaan rapat finalisasi Renkon. 
b. Peserta mendapatkan pemahamanan yang komprehensif tentang 
mekanisme penanganan darurat bencana. 
c. Bahwa renkon harus menjadi dokumen hidup, dan selalu diupdate 
setidaknya dalam jangka waktu 1 -2 tahun. 
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d. Komunikasi antar OPD, dan pelaku penanggulangan bencana di daerah 
agar terus terjalin dengan baik yang dimotori oleh BPBD dan Forum PRB. 
e. Koordinasi perlu diperkuat antara provinsi dengan kabupaten-kabupaten di 
sekitar kabupaten Manokwari dan Manokwari Selatan serta lintas 
provinsi, yaitu Provinsi Papua mengingat kebutuhan akan adanya 
supporting dari kabupaten terdekat pada saat darurat. 
f. Dokumen renkon yang dihasilkan dapat diintergrasikan dan 
disosialisasikan ke seluruh pihak terkait dengan penanganan darurat 
bencana supaya memahami tugas dan fungsinya dalam penanganan 
darurat.
36
 
Pada bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah barat Indonesia, tepatnya 
di pulau Sumatera dan Kalimantan, pantauan satelit Aqua, Terra, SNNP pada catalog 
modis LAPAN menunjukkan jumlah dan sebaran titik panas (hotspot) akibat 
kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus meningkat. Pada 23/7/2017 terpantau 150 
hotspot, kemudian 24/7/2017 sebanyak 170 hotspot dan pada 25/7/2017 meningkat 
menjadi 179 hotspot. Peningkatan hotspot ini seiring dengan cuaca yang semakin 
kering sehingga hutan dan lahan mudah dibakar. Jumlah hotspot ini jauh lebih kecil 
dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2015. 
Untuk mengantisipasi karhutla dan memudahkan dalam penanggulangan 
bencana asap akibat karhutla maka 5 provinsi langganan karhuta telah menetapkan 
                                                          
36
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Penyusunan Renkon Ancaman Gempa dan Tsunami di  
Manokwari, (https://www.bnpb.go.id/home/detail/3414/Penyusunan-Renkon-Ancaman-
Gempa-dan-Tsunami-di-Manokwari), diakses pada, 2 Juli 2017. 
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status siaga darurat karhutla yaitu Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, 
Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Penetapan status siaga darurat ini diambil 
setelah beberapa kabupaten/kota di masing-masing provinsi menetapkan siaga 
darurat.  Satgas terpadu dibentuk dimasing-masing provinsi untuk mengatasi karhutla 
yaitu satgas darat, satgas udara, satgas pelayanan kesehatan, satgas penegakan hukum 
dan satgas sosialisasi.  Upaya preventif sudah banyak dilakukan. Namun luasnya 
wilayah yang harus dijaga dan terbatasnya sarana prasarana menyebabkan karhutla 
masih terjadi di beberapa daerah. Sebagian besar penyebab karhutla adalah 
kesengajaan untuk membuka lahan. 
Untuk mendukung operasi karhutla, BNPB mengerahkan 18 helikopter 
pemboman air (water bombing). Sebaran dari 18 helikopter tersebut adalah Riau 5 
unit, Sumatera Selatan5 unit, Kalimantan Barat 4 unit, Jambi 2 unit, dan Aceh 2 unit. 
Dua helicopter pemboman air dioperasikan di Aceh menyusul penetapan siaga 
darurat di Kabupaten Aceh Barat. Selain itu, operasi hujan buatan juga di gelar oleh 
BNPB dan BPPT di Riau dan Sumatera Selatan. Total 68,4 ton bahan semai Natrium 
Chloride disebarkan ke dalam awan-awan potensial dengan menggunakan pesawat 
Casa-212 untuk memicu hujan. Sedangkan satgas darat dari TNI, Polri, BPBD, 
Manggala Agni, Damkar, MPA, dunia usaha dan masyarakat terus melakukan 
pemadaman di darat. 
Total luas hutan dan lahan di Riau yang terbakar selama 2017 sebesar 548,72 
hektar. Satgas terpadu berhasil memadamkan karhutla di Desa Pauh, Kecamatan 
Bonai Darussalam, Kabupaten Rohul seluas 4 hektar. Karhutla seluas 10 hektar di 
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Desa Buluh Manis, Kecamatan Bhatin Solapan, Kota Dumai juga dapat diatasi. 
Begitu pula karhutla di daerah Desa Teluk Jira Parit, Kecamatan Tempuling, 
Kabupaten Inhil dapat dipadamkan. Kebakaran lahan seluas 2 hektar terjadi pada 
25/7/2017 pada lahan gambut dengan jenis tanaman pakis, ilalang, sawit dan semak 
belukar di Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Dumai, Riau. Tim 
satgas darat dari TNI, Manggala Agni, Polisi, MPA, BPBD dan masyarakat berhasil 
memadamkan. Asap mengepul di lahan yang terbakar dari karhutla di Bukit Merbau, 
Kabupaten Meranti, Riau berkurang setelah dilakukan pemboman air sebanyak 32 
kali. 
Sementara itu, pada 26/7/2017 asap dari karhutla di Aceh Barat menyebabkan 
menurunnya jarak pandang. Aktivitas masyarakat terganggu kebakaran lahan di Aceh 
Barat yang sebagian besar berada di lahan gambut. Diperkirakan 69 hektar lahan 
terbakar di Aceh Barat yang tersebar di lima kecamatan yaitu Kecamatan Woyla, 
Kecamatan Meureubo, Kecamatan Sama Tiga, Kecamatan Johan Pahlawan, dan 
Kecamatan Arongan Lambalek. Kebakaran lahan disebabkan masyarakat 
membersihkan lahan dengan cara membakar, sehingga api menyebar ke lahan lain. 
Pada 26/7/2017 satgas darat dari BPBA, BPBD, TNI, Polri, Basarnas, BLHK, SKPD 
terkait, RAPI,  dan masyarakat memadamkan titik api  Desa Suak Nie, Suak raya,  
Leuhan, dan Ujong Tanoh darat. Sedangkan helicopter MI-172 melakukan 
pemadaman di beberapa titik di Aceh Barat.
37
 
                                                          
37
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 5 Provinsi Tetapkan Siaga Darurat Karhutla, BNBP  
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2. Kebijakan Penanggulangan dan mitigasi bencana di Jepang 
Bencana gempa dan tsunami yang melanda Jepang tahun 2011 secara signifikan 
merubah tatanan dan konsepsi dasar penanggulangan bencana tsunami di 
Jepang.Sebelumnya, pemerintah Jepang menggunakan konsepsi tsunami 
countermeasure. Konsepsi mitigasi ini mengandalkan keberadaan struktur rigid 
berupa tembok laut di hampir sepanjang pesisir Jepang terutama di kawasan Tohoku 
(Utara-Timur) Pulau Honsu dan breakwater atau pemecah gelombang di mulut teluk-
teluk di kawasan tersebut.Belajar dari pengalaman tsunami lima tahun lalu, konsepsi 
mitigasi berubah menjadi tsunami mitigation and land use planning, meski tidak 
menghilangkan sepenuhnya konsepsi sebelumnya. Konsepi yang baru 
mengedepankan tata ruang dengan membagi kawasan yang terancam tsunami 
menjadi dua bagian. 
Bagian pertama adalah kawasan tsunami level 1: kawasan ini adalah daerah-
daerah yang berpotensi terdampak oleh tsunami dengan periode ulang kejadian 50-
150 tahun.Jepang memiliki catatan kejadian tsunami yang bisa dikatakan sangat 
lengkap sehingga tanggal kejadian serta dampak tsunami berupa jumlah korban dan 
                                                                                                                                                                     
Kerahkan 18 Helikopter Pembom Air, (https://www.bnpb.go.id/home/detail/3416/5-Provinsi-
Tetapkan-Siaga-Darurat-Karhutla,-BNPB-Kerahkan-18-Helikopter-Pembom-Air), diakses 
pada 2 Juli 2017. 
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jumlah bangunan yang rusak dihantam oleh tsunami terekam dengan baik.Tsunami 
yang dibangkitkan oleh gempa jenis ini rata-rata memiliki ketinggian ~7-10 m. 
Bagian kedua adalah kawasan tsunami level 2: kawasan ini adalah daerah-
daerah yang berpotensi terdampak oleh tsunami dengan periode ulang kejadian di atas 
500 tahun sampai seribuan tahun atau yang dikenal dengan supercycle.Tsunami 
dalam kategori ini bisa mencapai ketinggian 20-30 m. Tsunami tahun 2011 adalah 
tsunami level 2. 
Pembagian dua level tingkatan tsunami ini diaplikasikan dalam tata ruang paska 
bencana. Di Kota Sendai misalnya, kawasan dengan warna merah merupakan batas 
dari kawasan tsunami level 1 dan kawasan dengan warna kuning merupakan daerah 
tsunami level 2. Pembagian wilayah ini menjadi sangat penting karena periode ulang 
tsunami di suatu daerah sangat penting untuk menentukan jenis mitigasi yang akan 
dibangun di kawasan tertentu. 
Mitigasi struktural yang mengandalkan bangunan rigid seperti tembok 
laut, breakwater, tanggul dan lain-lain seharusnya hanya digunakan untuk membantu 
mengurangi dampak tsunami dengan periode ulang kecil dari 50 tahun dan dengan 
ketinggian maksimum tidak lebih dari 5 m.Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa umur 
suatu struktur rigid seperti tembok laut, tanggul dan lain-lain berkisar antara 30-50 
tahun. Lebih dari itu, struktur tersebut membutuhkan penguatan yang akan 
meningkatkan biaya pemeliharaan dengan kekuatan yang juga semakin menurun. 
Untuk tsunami dengan periode ulang 50-300 tahun, pendekatan struktur alami 
seperti hutan pantai bisa dijadikan pilihan. Akan tetapi, meskipun struktur ini bisa 
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bertahan sampai 400 tahun seperti halnya hutan pantai yang ada di pesisir Tohoku 
yang dibangun sejak tahun 1611, kemampuan struktur ini dalam menahan tsunami 
juga terbatas sampai dengan tsunami dengan ketinggian maksimum 5 m.Untuk 
tsunami dengan periode ulang supercycle atau lebih dari 500 tahun, pada dasarnya 
tidak ada struktur buatan manusia yang mampu menahannya. Ini adalah prinsip dasar 
yang harus dipahami bahwa untuk tsunami diatas 20 m, sampai saat ini tidak ada satu 
struktur pun yang akan mampu menahan dampak dari hantaman energi gelombang 
tsunami. Upaya mitigasi yang paling cocok untuk tsunami jenis ini hanyalah evakuasi 
ke tempat yang tidak terkena dampak tsunami. 
Perubahan paling mendasar paska tsunami tahun 2011 adalah tata ruang di 
kawasan paska bencana. Kawasan tsunami level 1 menjadi kawasan yang bebas dari 
pemukiman. Artinya di masa depan tidak akan ada bangunan kecuali dengan 
peruntukkan pariwisata di kawasan tsunami level 1.Di Indonesia, kawasan tsunami 
level 1 mungkin bisa diidentikkan dengan kawasan sempadan pantai yang seharusnya 
hanya diperuntukkan untuk kawasan konservasi atau pariwisata. 
Penentuan luasnya kawasan tsunami level 1 di Jepang ditentukan dari catatan 
tinggi tsunami tahun 2011, jika tsunami memiliki ketinggian lebih dari 2 m, maka 
secara otomatis kawasan tersebut termasuk kawasan tsunami level 1. Pemilihan batas 
ketinggian 2 m didapatkan dari data kerusakan bangunan di seluruh kawasan yang 
terdampak tsunami tahun 2011 bahwa bangunan yang berada di kawasan genangan 
tsunami dengan ketinggian lebih dari 2 m pada umumnya hancur diterjang oleh 
tsunami. 
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Di kawasan tsunami level 1 ini selanjutnya akan dijadikan kawasan buffer 
dengan peruntukkan sebagai kawasan konservasi dan pariwisata pantai. Di daerah ini 
dibangun hutan pantai yang fungsinya untuk menahan tsunami diperkuat dengan 
pembangunan bukit-bukit buatan hasil dari pengumpulan debris tsunami sehingga 
hutan pantai yang baru berdiri diatas bukit buatan dengan ketinggian 3-7 m (Gambar 
1). 
 
Gambar 1. Konsep hutan pantai dengan penguatan menggunakan bukit buatan 
 
Sumber: National Geographic Indonesia,  
(http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/03/pelajaran-berharga-mitigasi-tsunami-
jepang-untuk-indonesia/3), diakses pada 4 Juli 2017. 
 
Di lokasi yang sama juga dibangun lintasan berkuda dan jogging track hingga 
fasilitas wisata pantai yang lain sehingga kawasan ini tetap terjaga dan dapat diakses 
oleh masyarakat luas.Kawasan tsunami level 2 diperuntukkan sebagai kawasan 
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dengan penggunaan terbatas dalam arti kawasan ini masih tertutup untuk pemukiman 
akan tetapi diperbolehkan bagi pertanian dan industri dengan syarat bangunan harus 
tahan gempa dan paling tidak struktur bangunan memungkinkan ruang air untuk 
lewat sehingga daya hantaman gelombang berkurang.
38
 
Dalam menghadapi bencana yang terjadi, pemerintah Jepang telah 
mempersiapkan beberapa langkah penting, yaitu: 
a. Merancang bangunan-bangunan yang tahan gempa. Ini sebagai langkah 
antisipasi awal apabila terjadi gempa yang muncul sewaktu-waktu. 
b. Merencanakan aturan mengenai pemeliharaan lingkungan, seperti 
perlindungan hutan di pesisir samudera (coastal forests atau hutan 
mangrove) dan perlindungan awal gelombang tsunami (dengan 
menempatkan batu-batu pemecah ombak ditepian laut untuk mengurangi 
dampak tsunami). Poin kedua ini juga berperan sebagai langkah 
pencegahan terhadap gelombang tsunami yang bisa datang seiring gempa. 
c. Mengembangkan sistem peringatan dini bencana alam (disaster-early 
warning system). Ini dimaksudkan agar semua pihak, mulai dari gugus 
tugas siaga bencana (disaster task force unit) supaya bisa merespon 
dengan cepat, serta masyarakat yang berpotensi mengalami dampak 
bencana agar segera mempersiapkan diri untuk berlindung di tempat yang 
sudah dipersiapkan. 
                                                          
38
National Geographic Indonesia, (http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/03/pelajaran-berharga-
mitigasi-tsunami-jepang-untuk-indonesia/3), diakses pada, 04 Juli 2017. 
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d. Mendirikan area perlindungan (shelter) bagi korban terdampak bencana 
alam. 
e. Memberikan pelatihan rutin kepada masyarakat sebagai respon cepat atas 
bencana alam yang bisa datang kapan saja. 
f. Mengembangkan secara terus-menerus sistem tanggap darurat bencana 
agar mampu bekerja secara efektif. 
Pengelolaan upaya penanggulangan bencana di Jepang mendapat perhatian 
serius dari pemerintah, untuk itu ada Dewan Pusat Pengelolaan Penanggulangan 
Bencana (Central Disaster Management Council) yang dipimpin langsung oleh 
Perdana Menteri dibantu oleh Menteri negara untuk Pengelolaan Penanggulangan 
Bencana (Minister of State for Disaster Management).Untuk tahun fiskal 2001, 
Pemerintah Jepang menyediakan budget sebesar sekitar 3 trilyun Yen untuk 
pengelolaan upaya penanggulangan bencana. Budget ini diperuntukkan bagi: 
a. Penelitian dan Pengembangan;  
b. Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana;  
c. Pelestarian Tanah Nasional;  
d. Pemulihan dan Pembangunan Kembali Pasca Bencana. 
Agar segala kegiatan penanggulangan bencana dapat dilakukan secara cepat 
dan lancar, maka terus dilakukan peningkatan kemampuan berbagai fasilitas dan 
perlengkapan berikut ini : satelit-satelit meteorologis, radar observasi cuaca dan 
seismometer; barang dan perlengkapan untuk tindak tanggap darurat, seperti 
perlengkapan pemadam kebakaran, tanki air, dan generator listrik; sistem 
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penghubung dan komunikasi informasi darurat; sarana transportasi seperti helikopter, 
kapal, dan mobil; fasilitas evakuasi dan markas besar tindak penanggulangan 
bencana.  
Segala daya upaya pemerintah tersebut (hingga ke tingkat pemerintah daerah) 
mendapat dukungan dari rakyat dan adanya berbagai organisasi relawan masyarakat 
lokal, termasuk para relawan Palang Merah Jepang. Selain itu, barisan Penjaga Pantai 
Jepang (Japan Coastal Guard) dan Pasukan Bela-Diri Jepang selalu siap melakukan 
tugas penyelamatan dalam bencana, termasuk juga unit-unit medisnya. 
Khusus untuk tsunami, dilakukan langkah-langkah untuk melindungi 
kawasan-kawasan pantai guna menghindari atau mengurangi kerugian yang 
ditimbulkan oleh tsunami. Antara lain diberlakukannya sistem peringatan dini secara 
cepat dan penyiaran informasi ramalan tsunami, juga pembangunan dan perbaikan 
tembok-tembok laut, pintu-air pada tembok laut. Di pulau Okushiri, misalnya, telah 
dibangun tembok penghambat tsunami sepanjang 14 kilometer garis pantai, dengan 
tinggi 12 meter. Diperlukan biaya yang cukup tinggi untuk pemeliharaan tembok 
panjang ini. 
Sistem peringatan dini tsunami di Jepang telah mengalami penyempurnaan 
dan peningkatan sejak dibangun pada tahun 1952. Ada 6 pusat regional pemantauan 
dalam sistem ini yang berpusat di Tokyo. Di samping itu, 180 stasiun sinyal seismik 
terdapat di berbagai penjuru Jepang, sementar sensor-sensor yang dipasang di laut 
selalu dipantai terus menerus selama 24 jam sehari oleh Earthquake and Tsunami 
Observation System (ETOS) yang dijalankan dengan komputer. Jepang mempunyai 
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teknologi maju dalam penyusunan data base yang dapat menganalisa gempa bumi dan 
memperkirakan tsunami. 
Selain itu, di tempat-tempat yang diperkirakan rawan bencana, seperti gempa 
bumi dan tsunami, letusan gunung api.Penduduk mendapat buku petunjuk mengenai 
bencana yang bersangkutan. Pemerintah daerah pun mengajak penduduk untuk 
menjalani latihan penyelamatan secara reguler, dan membangun jalan-jalan khusus 
untuk menyelamatkan diri. Peringatan dini bencana dilakukan oleh pemerintah daerah 
antara lain dengan membunyikan sirene, memberikan pengumuman dengan pengeras 
suara berkeliling dan menyiarkannya melalui televisi. Pemerintah daerah mempunyai 
akses informasi melalui sistem satelit dan sistem komunikasi lainnya.
39
 
 
C. Kerjasama Indonesia-Jepang dalam Mitigasi Bencana 
Indonesia dan Jepang merupakan dua negara yang mempunyai potensi besar 
terjadinya bencana gempa. Kondisi ini terjadi karena Kepulauan Indonesia 
merupakan pertemuan empat lempeng lithosphanic utama di dunia yang aktif 
bergerak. Keempat lempeng tersebut yakni Lempengan India-Australia, Lempengan 
Pacifik, Lempengan Filipina, dan Lempengan Eurasia. Sementara Jepang berada pada 
zona Circum Pacifik yang aktif bergerak dan mengakibatkan sering terjadinya gempa 
seismik dan vulkanik. 
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Kedutaan Besar Jepang, Tsunami dan Jepang, Usaha Mengatasi Tsunami, Sekilas Kisah  
Pengalaman Jepang, (http://www.id.emb-japan.go.jp/aj310_03_8.html), diakses pada 04 Juli 
2017. 
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Pada tanggal 1 Januari 2005, Pemerintah Jepang telah melaksanakan bantuan 
bagi rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh dan Nias senilai US$.6,4 Milyar. Bantuan 
telah diberikan dalam bentuk pengiriman tim medis beserta obat-obatan sesaat setelah 
bencana alam terjadi, kemudian pada tahap rekonstruksi, diberikan bantuan dalam 
bentuk perbaikan infra struktur dasar seperti jalan, saluran air, puskesmas, sekolah, 
pasar, dan lain-lain. Sebagai bantuan jangka panjang diberikan juga bantuan 
pembangunan pembangkit tenaga listrik, jalan, fasilitas drainase, pendidikan SDM 
untuk pemerintah daerah, dan lain-lain.  
Dari pengalaman gempa bumi di Sumatra dan tsunami di lautan Hindia, Jepang 
berinisiatif untuk membantu pemerintah Indonesia dalam membentuk negara yang 
tangguh terhadap bencana alam.Sehingga pada Juni 2005 dibentuk, "Komunike 
Bersama Tentang Bantuan Kerjasama Bilateral untuk Menekan Korban Bencana 
Alam" diantara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Junichiro 
Koizumi. Maka dibentuklah, "Komite Gabungan Jepang-Indonesia Penanggulangan 
Bencana Alam", yang bertugas untuk memberikan bantuan didalam menata sistem 
penanggulangan bencana dan menekan jumlah korban.  
Pada pertemuan ke 2 Komite tanggal 24 Juli 2006, Utusan Khusus Kabinet 
(bidang Bencana Alam) Tetsuo Kutsukake dan Menteri Koordinator Kesejahteraan 
Rakyat Aburizal Bakri membuat kesepakatan mengenai arah kebijakan penanganan 
bencana alam di Indonesia yang dituangkan kedalam, "Building the Resilience of 
Indonesia and its Communities to Disasters for the Next Generation", yang kemudian 
telah dilaporkan kepada masing-masing Kepala Negara. Saat ini, dengan berpedoman 
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pada laporan ini, bantuan di realisasikan dalam bentuk bantuan penataan Badan 
Penanggulangan Bencana, pemasangan sistem peringatan dini tsunami, peningkatan 
standar kualifikasi tahan gempa, penanganan banjir, longsor dan pasir.
40
 
Indonesia dan Jepang memiliki keadaan geologi yang serupa. Kedua negara 
mepunyai kesamaan yang tidak jauh berbeda dalam menghadapi kondisi alam 
terutama kondisi Geologinya yang selalu dinamis. Hal ini dilihat dari seringnya 
mengalami gempa yang cukup banyak dan mempunyai gunung api yang tidak sedikit 
jumlahnya. 
Melihat kondisi tersebut dan akibat yang ditimbulkan, para ahli gempa dari 
Jepang dan Indonesia berbagi pengalaman untuk mendorong berkembangnya 
manajemen penanggulangan bencana untuk mengurangi korban dan kerugian yang 
lebih besar. Dalam pertemuan yang dikemas dalam bentuk Seminar On Mapping Out 
Strategies for Better Seismic Disaster Mitigation di Departemen PU pada Februari 
2007 dan juga ditandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of 
Understanding (MoU) untuk mendukung pembentukan asosiasi ahli mitigasi bencana 
dan pendirian Disaster Prevention Research Institute di Indonesia.
41
 
Indonesia dan Jepang melakukan pertukaran pengalaman dengan melakukan 
riset bersama oleh para peneliti dari Indonesia dan Jepang. Riset ini adalah 
melakukan kerjasama dalam bidang mitigasi gempa dan gunung api yang diwujudkan 
                                                          
40
Japan Official Development Assistance Indonesia, Pengenalan Bantuan ODA Jepang di Indonesia  
Menurut Bidang, (http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/whatisoda_04g.htm), diakses pada 
05 Juli 2017 
41
PU-net Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia,  
(http://www.pu.go.id/berita/4129/KERJASAMA-MITIGASI-BENCANA-INDONESIA-
JEPANG), diakses pada05 Juli 2017. 
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dalam proyek Multi-diciplinary Hazard Reduction from Earthquake and Volcanoes in 
Indonesia. 
Tujuan utama dari kerjasama riset ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 
peneliti dari kedua negara dalam mengurangi dampak bencana gempa dan gunung 
api, serta meningkatkan kesiap-siagaan masyarakat. Secara khusus, selain itu proyek 
ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara para peneliti kedua negara dalam 
pengurangan resiko bencana. 
Kerjasama penelitian ini berlandaskan pada Minutes of Meeting dan Records of 
Discussion yang telah ditanda-tangani oleh Ristek dan JICA pada bulan Desember 
2008 lalu dan selanjutnya ditindak-lanjuti dengan kesepakatan bersama antara LIPI 
dengan University of Tokyo selaku koordinator pelaksana proyek kerjasama ini. 
Lingkup proyek kerjasama ini meliputi 6 kelompok, yaitu (1) Penyelidikan 
geofisik untuk evaluasi potensi gempa bumi, (2) Prakiraan letusan gunung api, (3) 
Pengembangan prasarana berbasis rekayasa, (4) Mitigasi kerawanan sosial terhadap 
bencana, (5) Pendidikan pengurangan resiko bencana, dan (6) Penerapan hasil riset 
pada kebijakan pemerintah. Proyek ini melibatkan lembaga riset dan perguruan tinggi 
di kedua negara, yaitu sebanyak 18 buah di Indonesia dan 29 buah di Jepang. 
Menyadari besarnya cakupan kerjasama ini, secara berkala dilakukan pertemuan 
koordinasi pelaksanaan proyek ini. 
Dalam tindak lanjut kerjasama ini pada tanggal 27-28 Mei 2010 telah dilakukan 
pertemuan para ketua kelompok dari proyek ini di Makuhari Messe, Chiba, Jepang. 
Dalam kesempatan ini delagasi Indonesia dipimpin oleh Prof. Hery Harjono, Deputi 
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Ilmu Kebumian, LIPI, selaku Peneliti Utama (Principal Investigator) dari proyek ini, 
dan dari Kementerian Riset dan Teknologi diwakili oleh Asisten Deputi 
Perkembangan MIPA, selaku Penanggung Jawab Pusat Informasi Riset Bencana 
Alam (PIRBA), Pariatmono. 
Pada kesempatan pertemuan tersebut, dibahas kemajuan dan kendala dari 
masing-masing kelompok baik dari sisi teknis maupun administrasi dan anggaran. 
Secara teknis dapat disimpulkan, tidak ada hambatan yang berarti dalam pelaksanaan 
kerjasama di masing-masing kelompok, hanya kendala utama terletak pada 
administrasi dan anggaran. 
Dari sisi administrasi, beberapa peneliti Jepang mengalami kesulitan 
pelaksanaan penelitian karena tidak mendapatkan izin. Para peneliti Jepang yang 
tidak mendapatkan izin ini adalah peneliti yang namanya tidak tercantum dalam 
kerjasama penelitian kedua negara. Sedangkan pada sisi anggaran, kesulitan terjadi 
karena lembaga dari pihak Indonesia tidak mengalokasikan anggaran untuk kerjasama 
ini. Akibatnya, banyak lembaga yang tidak menyiapkan dana pendamping, kecuali 
Ristek, LIPI, ESDM dan Diknas.
42
 
Pemerintah Indonesia terus melakukan program penanggulangan mitigasi 
bencana alam dengan pemerintah Jepang melalui teknik sabo. Sabo sendiri diambil 
dari Bahasa Jepang yang berarti Sa: pasir dan Bo: perlindungan, yang secara harfiah 
bisa diartikan pengelolaan bencana terkait dengan sedimen. Sabo sendiri bisa 
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Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, (http://lipi.go.id/berita/kerjasama-indonesia---jepang-dalam-
mitigasi-bencana-gempa-dan-gunung-api/5079), diakses pada 05 Juli 2017 
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dibangun berupa bangunan atau bendung yang berfungsi menahan lava atau banjir 
lahar yang dikeluarkan oleh letusan gunung merapi. 
Indonesia memiliki banyak daerah rawan bencana, begitu juga halnya dengan 
Jepang, seperti daerah rawan bencana letusan gunung merapi dan curah hujan tinggi 
yang menyebabkan banjir dan longsor.Kerjasama ini dilakukan karena Indonesia dan 
Jepang punya kemiripan, dan pengalaman yang sama. Bentuk kerjasama yang 
dilakukan adalah dengan pemberian teknologi, dan tenaga ahli yang juga bertukar 
pengalaman dan pengetahuan dengan para ahli di Indonesia.Sebagai contoh, telah 
dilaksanakan proyek penanggulangan bencana sedimen dan banjir bandang di proyek 
Gunung berapi, Gunung Semeru, Gunung Kelud, Gunung Garung, dan Gunung 
Bawakareng. Dan yang terakhir bendungan alam di Ambon dengan kapasitas diatas 
20 juta meter³.  
Para tenaga ahli Indonesia dan Jepang bekerjasama pada bendungan di Ambon 
yang menyebabkan tanah longsor di tahun 2012. Alat pengukur tinggi air akan 
dikirim ke Ambon untuk menganalisa stabilitas dam dan digunakan untuk 
memberikan peringatan bagi penduduk yang tinggal di bagian hilir. Hal tersebut tidak 
hanya untuk bencana di daerah gunung yang aktif, tapi juga bisa untuk bencana 
longsor. Namun juga dapat diaplikasikan di Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Selatan, 
dan Tengah, dan daerah lainnya.
43
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Detik Finance, (https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/2178682/ri-dan-jepang-kerjasama-
penanggulangan-bencana-gunung-berapi), diakses pada05 Juli 2017. 
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Lokakarya Informasi dan Teknologi untuk Sistem Penanggulangan Bencana 
diselenggarakan pada Senin, 29 April 2013 yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri 
dan Komunikasi Jepang; Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia; 
Duta Besar Jepang untuk Republik Indonesia; perwakilan dari NTT Data dan Hitachi; 
jajaran Kemenkominfo;  dan perwakilan dari BNPB dan BMKG. 
Menteri Shindo menyampaikan, bahwa sistem penanggulangan bencana 
hendaknya dibangun di negara masing-masing dan perlu memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi. Teknologi ini memungkinkan sebuah peringatan dini bisa 
diteruskan kepada masyarakat dan akhirnya mengurangi dampak suatu bencana. 
Kerjasama antara Indonesia dan Jepang dalam membuat sistem peringatan dini 
bencana tersebut adalah langkah awal yang nantinya akan disebarluaskan ke seluruh 
Asia. 
Sistem peringatan dini yang dibangun di Jepang merupakan gabungan dari 
institusi pemerintahan, industri komunikasi, teknologi satelit, media televisi, radio, 
sampai operator seluler. Manakala bencana terjadi, informasinya segera disampaikan 
kepada masyarakat. Jepang memandang penting penyiapan ICT untuk peringatan dini 
bencana mengingat perannya yang sangat vital untuk menyelamatkan lebih banyak 
nyawa. 
Di Indonesia, Hitachi bekerjasama dengan NTT dengan data telah dilakukan uji 
coba sistem peringatan dini di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Terdapat dua sistem 
yang diuji coba, yakni „Area Mail‟ dan „Area Selection: Location‟. Cara kerja sistem 
Area Mail adalah sebagai berikut: 
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 Informasi bencana dalam bentuk pesan singkat dikirim ke handphone 
pengguna yang berada di daerah terdampak bencana. Pesan tersebut berisi 
tentang peringatan adanya bencana tsunami atau gempa dan dilengkapi 
dengan petunjuk melakukan evakuasi. Sistem ini sudah dijalankan di Jepang, 
sementara di Indonesia masyarakat di Padang sebagai tempat uji coba merasa 
tertarik untuk menggunakannya. 
Cara kerjaSistem Area Selection: Location adalah sebagai berikut: 
 Informasi mengenai terjadinya bencana dikirimkan dari Jakarta langsung ke 
sistem yang sudah dipasang di sebuah masjid di Padang. Dalam waktu 
singkat, sistem langsung bekerja dengan membunyikan sirine dan 
pengumuman kepada masyarakat. Tak perlu ada petugas, semua sudah 
otomatis. 
Selain di Padang, uji coba dilakukan juga di Nias dan Sipora. Dari Jakarta, 
informasi mengenai suatu bencana dikirimkan dan dalam waktu kurang dari tiga detik 
mobile televisi di Sipora dan Nias telah menerima informasi tersebut.
44
  
Pada November 2015, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil 
memaparkan hubungan Indonesia dan Jepang dalam Simposium Membangun 
Ketahanan Nasional yang diselenggarakan Japan International Coorporation Agency 
(JICA), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), dan  
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada. Dalam 
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Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Indonesia dan Jepang Mengembangkan Teknologi untuk  
Peringatan Bencana, (https://www.bnpb.go.id/home/detail/1382/Indonesia-dan-Jepang-
Mengembangkan-Teknologi-untuk-Peringatan-Bencana), diakses pada 07 Juli 2017. 
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sambutannya, Menteri Sofyan menyebut kedua negara memiliki sejumlah kesamaan, 
salah satunya berada dalam “ring of fire” atau rentan bencana. 
Indonesia dan Jepang menghadapi potensi bencana alam seperti gempa bumi 
dan tsunami, juga letusan gunung berapi.Kedua negara harus memperkuat antisipasi 
menghadapi bencana dan mengurangi dampaknya bagi manusia. Indonesia sudah 
menuangkan program penanggulangan dan mitigasi bencana dalam RPJMN 2015-
2019.     
Terkait bencana alam yang dialami Indonesia dalam dua dekade terakhir, 
Pemerintah Indonesia mengapresiasi peran Pemerintah Jepang yang selalu menjadi 
salah satu negara pertama untuk bertindak manakala Indonesia mengalami bencana 
dalam skala besar. Jepang memberikan hibah sebesar 16 miliar atau setara dengan 1,8 
triliun rupiah untuk bantuan tiga bencana selama beberapa tahun terakhir, yakni 
tsunami Aceh dan Nias pada 2004, gempa Yogyakarta pada 2006 dan gempa Padang 
pada 2007. Dukungan tersebut sangat berguna bagi  proyek perbaikan pascatsunami, 
termasuk peringatan dini tsunami.
45
 
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, membangun 
kerja sama dengan Jepang dalam upaya meningkatkan mitigasi alias penanggulangan 
bencana di daerah tersebut pada Januari 2016. Pemerintah Provinsi meminta kepada 
Jepang untuk memberikan dukungan penuh dalam peningkatan mitigasi bencana di 
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Bappenas, Indonesia - Jepang Perkuat Kerja Sama Penanggulangan dan Mitigasi Bencana, 24  
November 2015,(https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/indonesia-jepang-
perkuat-kerja-sama-penanggulangan-dan-mitigasi-bencana/), diakses pada 10 Juli 2017. 
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Aceh Barat. Tahap pertama akan dibuatkan proposal yang akan diajukan kepada 
JICA. 
Pemerintah Provinsi Aceh berdialog dengan dua peneliti Jepang yang datang ke 
Aceh Barat, yaitu Prof Suzuki Tamojo, sekretaris umum Enginer Without Border 
Jepang, dan Prof Masaru Arakida, selaku senior Asian Disaster Reduction Center. 
Setelah agenda pertemuan kedua belah pihak tersebut dilanjutkan dengan pembuatan 
proposal oleh kedua orang peneliti asal Jepang ini untuk diajukan kepada JICA. 
Menurut pemerintah Jepang, metode mitigasi bencana yang dilakukan di 
Jepang saat ini sudah tidak lagi perlu teori dan presentasi, tetapi paling baik 
diimplementasikan lewat permainan aplikatif. Selain itu, perlu keterlibatan 
masyarakat secara budaya dan sadar untuk meningkatkan mitigasi, dengan demikian 
masyarakat terbiasa dan lebih siap menghadapi bencana. 
Menyangkut koordinasi di Jepang, dulu masyarakat negara itu sangat 
bergantung kepada prosedur tetap, namun prosedur tetap itu hanya banyak diketahui 
pemegang komando sementara kalanga awam kurang paham. Oleh karena itu, yang 
lebih penting kondisi sekarang untuk memperkuat mitigasi bencana adalah latihan 
dan simulasi yang harus selalu dievaluasi dan kurikulum digunakan Jepang bisa 
diterapkan di Indonesia secara luas dengan cara magang.
46
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Antara News, (http://www.antaranews.com/berita/538464/aceh-barat-jepang-kerja-sama-mitigasi-
bencana), diakses pada Rabu, 10 Juli 2017. 
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BAB IV 
KERJASAMA INDONESIA DAN JEPANG DALAM PENANGGULANGAN 
MITIGASI BENCANA ALAM 
A. Dampak Kerjasama Penanggulangan Mitigasi Bencana Indonesia-Jepang 
bagi Indonesia 
Setiap negara berdaulat di dunia internasional memiliki kepentingan yang ingin 
dicapai dan diperjuangkan melalui hubungan luar negeri. Setiap kepentingan negara 
didasarkan pada kebutuhan dalam negeri dan kondisi percaturan politik internasional 
pada kurun waktu tertentu. Misalnya kepentingan nasional Indonesia pada tahun 
1940-an ada untuk memperoleh kemerdekaan dan terlepas dari segala bentuk 
penjajahan. Hal tersebut disebabkan karena Indonesia berkepentingan untuk diakui 
secara de jure maupun de facto oleh dunia internasional. Selain itu, kondisi politik 
internasional yang sedang dalam masa perang. Sehingga, kepentingan Indonesia dan 
negara-negara lain adalah terbebas dari penjajahan dan menginginkan kemerdekaan. 
Sedangkan kondisi politik luar negeri Indonesia pada saat ini adalah meningkatkan 
citra nasional dalam persaingan politik global. Kepentingan nasional yang ingin 
dicapai oleh negara-negara dunia adalah ekonomi dan kesejahteraan nasional, global 
pada umumnya.  
Berubahnya kepentingan nasional negara-negara dan kondisi politik luar negeri 
juga mengubah arah kepentingan nasional dan luar negeri negara-negara tersebut. 
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kepentingan ekonomi, keamanan dan kesejahteraan bersama adalah isu utama saat ini 
yang berada dalam daftar kepentingan nasional negara-negara di dunia. Sehingga, 
negara-negara di dunia, termasuk Indonesia melaksanakan berbagai macam 
kerjasama. Kerjasama yang dijalankan meliputi kerjasama bilateral, yaitu antara dua 
negara, baik yang berdekatan secara geografis maupun tidak berdekatan secara 
geografis. Selain itu ada juga kerjasama regional dan kerjasama internasional yang 
terdiri dari beberapa negara. 
Begitu pula dengan Indonesia yang memiliki kepentingan nasional dan politik 
luar negeri yang ingin dicapai. Kepentingan nasional Indonesia adalah kesejahteraan 
masyarakat dengan peningkatan ekonomi dalam dan luar negeri, serta keamanaan 
masyarakat terjamin. Untuk memenuhi kepentingan nasional tersebut, maka 
Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara lain. Akan tetapi, suatu 
kerjasama didasari oleh kepentingan dan kondisi yang sama dari setiap negara. 
Seperti halnya kebutuhan dalam bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan, human 
security dan sosial budaya. 
Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara kepulauan yang sering dilalui bencana 
alam dan memerlukan penanganan bencana alam yang tepat. Hal itu yang membuat 
Indonesia menjalin kerjasama dengan negara yang juga memiliki kondisi geografis 
yang sama namun penanganan bencana negara tersebut lebih canggih daripada yang 
dimiliki oleh Indonesia. Oleh karena itu, Jepang dilihat sebagai suatu negara 
kepulauan dengan banyak bencana alam yang terjadi di negara itu namun memiliki 
penanganan bencana yang efektif dan tanggap. 
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Kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dengan Jepang sebagai mitra 
kerjasama, khususnya dalam bidang penanggulangan bencana alam. Arah kerjasama 
kedua negara mengarah kepada penanganan bencana, yaitu mengurangi dampak yang 
ditimbulkan sebelum bencana terjadi. Atinya, kerjasama penanganan bencana adalah 
untuk mereduksi berbagai kerugian yang ditimbulkan akibat bencana alam. Istilah 
yang menggambarkan hal itu disebut sebagai mitigasi bencana. 
Mitigasi bencana adalah isitlah yang digunakan untuk merujuk pada semua 
tindakan untuk mengurangi dampak dari satu bencana yang dapat dilakukan sebelum 
bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan resiko 
jangka panjang. Mitigasi bencana mencakup perencanaan dan pelaksanaan tindakan-
tindakan untuk mengurangi resiko-resiko yang terkait dengan bahaya-bahaya karena 
ulah manusia dan bahaya alam yang sudah diketahui, dan proses perencanaan untuk 
merespon yang efektif terhadap bencana yang benar-benar terjadi.
47
 Penjelasan 
mengenai mitigasi bencana tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana 
sebelum terjadi sangat penting untuk menghindari kerusakan jangka panjang dan 
berbagai resiko yang aka ditimbulkan. Selain itu, jika mitigasi bencana suatu negara 
tepat, maka proses pemulihan pasca bencana alam akan tidak sulit dan kerugian yang 
ditimbulkan lebih kecil. 
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A.W. Coburn, dkk., Mitigasi Bencana, Edisi Kedua, Program Pelatihan Manajemen Bencana,  
Cambridge Architectural Research Limited, The Oast House, Malting Lane, Cambridge, 
United Kingdom, hal. 09. 
 
 
74 
 
Kerjasama mitigasi bencana antara Indonesia dan Jepang merupakan kerjasama 
bilateral yang memiliki kepentingan dari dua negara. Kepentingan Indonesia adalah 
untuk mengetahui cara penanggulangan yang tepat atas bencana yang sering terjadi di 
wilayah itu. Penanganan bencana yang dimaksud adalah mitigasi bencana dengan 
arah pada pencegahan berbagai bencana, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, 
banjir dan lain-lain. 
Kepentingan Indonesia dalam kerjasama bilateral dengan Jepang sebagai negara 
dengan persamaan geografis dan frekuensi dilaluinya bencana adalah untuk 
memperoleh cara-cara penanganan mitigasi bencana yang cepat dan tepat seperti 
halnya Jepang. Jepang memiliki teknologi dalam menangani mitigasi bencana alam 
yang canggih. Hal tersebut terlihat dalam perubahan jumlah korban bencana alam di 
Jepang (Gambar 2) yang menunjukkan grafik penurunan angka kerugian yang 
ditimbulkan akibat bencana alam sejak akhir tahun 1995. 
Selain memiliki teknologi yang canggih dalam menanggulangi bencana, Jepang 
juga memiliki kreativitas dan cara-cara dalam mengelola kepanikan masyarakat 
ketika terjadi bencana, seperti sosialisasi awal tanggap bencana serta pembuatan 
properti gedung dengan bahan ringan seperti sampah yang didaur ulang.
48
 Adapun 
kreativitas Jepang dalam menanggulangi bencana alam yaitu dengan membagi 
wilayah berdasarkan level tertentu yang disesuaikan dengan model bangunan dan 
kawasan yang tepat untuk level tersebut (Gambar 1). Kawasan yang dengan level 2 
                                                          
48
Sebuah bar yang dibangun dari hasil daur ulang sampah di kota Kamikatsu,  
(https://www.inovasee.com/bar-ini-dibangun-dari-sampah-13890/), diakses pada 15 Juli 2017. 
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tsunami merupakan kawasan yangtertutup untuk pemukiman, namun diperbolehkan 
bagi pertanian dan industri dengan syarat bahwa bangunan harus tahan gempa 
sehingga daya hantaman gelombang berkurang. 
Gambar 2.Grafik Perubahan Jumlah Korban Bencana Alam di Jepang 
 
Sumber: Japan Official Development Assistance Indonesia, Pengenalan Bantuan 
ODA Jepang di Indonesia Menurut Bidang, (http://www.id.emb-
japan.go.jp/oda/id/whatisoda_04g.htm), diakses pada 15 Juli 2017. 
 
Grafik di atas menunjukkan dua perubahan besar pada bencana 
penanggulangan bencana alam di Jepang. Perubahan yang pertama adalah Badai 
Teluk Ise pada September 1959 yang menyerang kota Nagoya dan sekitarnya. Badai 
ini juga meruntuhkan kawasan industri Chukyo yang baru saja bangkit semenjak PD 
ke II. Kejadian ini telah menyadarkan bahwa ada kekurangan pada kebijakan 
penanggulangan bencana. Maka, pada tahun 1961 dibuatlah Undang-Undang 
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mengenai Pedoman Kebijakan Penanggulangan Bencana untuk menata ulang secara 
keseluruhan perencanaan penanggulangan bencana dalam merealisasikan kebijakan 
dibidang penanggulangan bencana. 
Perubahan kedua adalah Gempa Hanshin dan AwajipadaJanuari 1995, terjadi 
gempa bumi berkekuatan 7,3
49
 terjadi di Hanshin dan Awaji. Dalam UU tentang 
Pedoman Kebijakan Penanggulangan Bencana ditetapkan pada dasarnya 
penangggulangan bencana dilakukan dari bawah keatas, bahwa yang pertama kali 
harus menanggulangi bencana adalah aparat desa, apabila diluar kemampuan aparat 
desa maka akan ditangggulangi oleh pemerintah ibu kota dan propinsi, namun jika 
terjadi bencana besar, maka negara akan bertindak atas permintaan Gubernur 
pemerintah ibu kota dan propinsi. Namun jika kota mengalami kerusakan, maka 
fungsinya sebagai pusat penanggulangan bencana tidak dapat dijalankan. 
Berdasarkan pengalaman tersebut, pada bulan Desember tahun 1995 
dilakukan revisi UU tentang Pedoman Kebijakan Penanggulangan Bencana. Maka, 
ketika jelas terjadi bencana besar yang luar biasa, walaupun tanpa adanya 
pengumuman darurat bencana, Perdana Menteri dapat langsung bertindak dengan 
membentuk Pusat Penanggulangan Bencana Darurat, Sebagai Kepala Pusat 
Penanggulangan Bencana Darurat, dapat langsung memberikan perintah kepada 
kepala instansi pemerintah yang ditunjuk. 
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Japan Official Development Assistance Indonesia, Pengenalan Bantuan ODA Jepang di Indonesia  
Menurut Bidang, (http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/whatisoda_04g.htm), diakses pada 
13 Juli 2017.  
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Kerjasama bilateral Indonesia dan Jepang dalam bidang mitigasi bencana 
memberi dampak positif bagi Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari 
kerjasama bilateral, yaitu saling menguntungkan kedua pihak, dalam hal ini Indonesia 
yang memperoleh keuntungan dalam menanggulangi bencana alam atas kerjasama 
bilateral mitigas bencana dengan Jepang. Sehingga, kepentingan nasional yang 
hendak dicapai oleh Indonesia dalam hal keamanan masyarakatnya tercapai, dalam 
hal ini human security. 
Bencana alam yang terjadi di Indonesia membuat keamanan seluruh 
masyarakat kurang terjaga, karena bencana alam yang tidak mendapat 
penanggulangan yang tepat akan berdampak buruk terhadap keselamatan masyarakat. 
Hal tersebut berkaitan dengan adanya human security yang harus dijamin oleh negra 
Indonesia.Sehingga, meningkatkan mitigasi bencana akan menjamin kelangsungan 
hidup individu sebagai bagian dari masyarakat negara yang keamanan mereka 
dipegang oleh negara. 
Kebijakan Indonesia yang bekerjasama dengan Jepang untuk menanggulangi 
bencana yang terjadi di Indonesia memberi dampak yang positif bagi Indonesia. 
Munculnya upaya riset mengenai potensi bencana di setiap wilayah di Indonesia 
adalah melalui kerjasama bilateral dengan Jepang. Selain itu, kerjasama bilateral 
dengan Jepang dalam bidang mitigasi bencana memberi dampak positif bagi 
Indonesia dalam mengelola bencana menggunakan teknologi informasi dan 
komunikasi seperti halnya di Jepang. Sehingga, peringatan terhadap bahaya getaran 
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gempa bumi dan tsunami telah diketahui dan disiarkan dengan cepat kepada 
masyarakat agar berantisipasi. 
Selain teknik riset atau penelitian untuk memperoleh hasil yang maksimal 
dalam penanganan bencana alam di Indonesia, kerjasama dengan Jepang juga 
memberikan dampak positif, yaitu mendorong sosialisasi kepada masyarakat. Adanya 
peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam mengetahui cara mnenghindar 
dari ancaman bahaya yang ditimbulkan oleh gempa bumi, tanah longsor, hingga 
banjirsangat penting khususnya bagi masyarakat yang menetap di daerah yang rawan 
terhadap bencana. Masyarakat sebagai stakeholder yang memiliki peran penting 
dalam mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi bencana merupakan salah 
satu hak yang diperoleh mereka sebagai bentuk dari human security. Indonesia tidak 
hanya menjamin kesejahteraan setiap individu secara ekonomi, namun juga dalam hal 
keamanan dan keselamatan. 
Untuk keamanan dan keselamatan seluruh manusia, maka pemerintah 
Indonesia berupaya untuk memperkuat perencanaan penanggulangan bencana melalui 
kajian potensi ancaman di setiap daerah. Hal tersebut diperoleh Indonesia melalui 
kerjasama bilateral dengan Jepang sebagai salah satu negara yang bagus dalam 
menangani masalah bencana alam di negaranya. Kajian potensi ancaman di setiap 
daerah sama dengan riset awal, namun kajian ini lebih spesifik di setiap daerah 
dimana seluruh stakeholder yang ada, seperti pemerintah daerah/kabupaten; BPBD; 
hingga masyarakat daerah/kabupaten. Seluruh stakeholder yang berada di daerah-
daerah dapat mengetahui potensi-potensi bencana alam yang mengancam bidang 
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human security mereka. Sehingga, mereka dapat bersama-sama menemukan solusi 
dari pencegahan-pencegahan yang diberikan selama sosialisasi. 
Selain itu, kerjasama Indonesia dengan Jepang dalam bidang mitigasi bencana 
meningkatkan peralatan mitgasi bencana Indonesia, seperti transportasi udara 
helikopter yang digunakan untuk menanggulangi bencana kebakaran hutan di wilayah 
Sumatera dan Kalimantan. Ada juga operasi hujan buatan dengan cara sebanyak 68,4 
ton bahan semai Natrium Chloride disebarkan ke dalam awan-awan potensial dengan 
menggunakan pesawat Casa-212 untuk memicu hujan. Sehingga, kebakaran yang 
terjadi dapat diminimalisir dan diatasi. 
Gambar 3.Grafik perbandingan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana alam di 
Indonesia pada tahun 2014 dan 2015 
 
Sumber: Greeners.co, 03 Agustus 2017, (http://www.greeners.co/berita/bnpb-merilis-
catatan-evaluasi-bencana-2015-dan-prediksi-bencana-2016/), diakses 03 Agustus 
2017. 
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Dampak positif dari kerjasama bilateral Indonesia dan Jepang dalam mitigasi 
bencana terhadap Indonesia ditunjukkan pada Gambar 3. Gambar tersebut 
membandingkan tingkat bencana alam yang terjadi pada tahun 2014 dan 2015. 
Bencana alam yang terjadi pada tahun 2015 lebih sedikit atau menurun sebanyak 20% 
dibandingkan pada tahun 2014. Jumlah kejadian pada tahun 2014 adalah sebanyak 
1.947 sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 1.582. Adapun jumlah pengungsi pada 
tahun 2014 sebanyak 2.832.365 orang sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 
1.184.722 orang. 
Data tersebut menunjukkan bahwa kerjasama bilateral Indonesia Jepang 
memberi dampak posistif bagi Indonesia dalam hal human security. Peningkatan 
kualitas mitigasi bencana di Indonesia meningkatkan keamanan dan keselamatan 
seluruh masyarakat secara umum dan individu khususnya sebagai bentuk dari 
jaminan human security yang dipegang oleh negara. 
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B. Prospek Penanggulangan Mitigasi Bencana Indonesia dalam Proses 
Kerjasama dengan Jepang 
Kerjasama bilateral yang dilaksanakan oleh dua negara di dunia internasional 
berdasarkan pada kepentingan nasional yang ingin dicapai bagi kedua negara. 
Kepentingan nasional setiap negara berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan dalam 
negeri dan keinginan untuk bersaing dalam perpolitikan global, seperti julukan 
pencapaian negara adidaya atau negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di 
dunia, dan sebagainya. 
Bagi negara yang menginginkan keselamatan seluruh masyarakatnya, maka 
negara tersebut membuat kebijakan yang menjamin keselamatan dan keamanan setiap 
warga negaranya secara individu (human security). Keselamatan dan keamanan 
tersebut terdiri dari keselamatan fisik; keluarga dan harta benda. Akan tetapi, bagi 
negara yang memiliki kondisi geografis dengan frekuensi bencana yang sering terjadi, 
maka negara itu perlu melakukan kerjasama dengan negara yang secara geografis 
sama dan memiliki frekuensi bencana alam yang sering. Perbedaannya, negara mitra 
kerjasama memiliki kemampuan dalam menangani bencana alam yang lebih. 
Sehingga dalam kerjasama bilateral akan terdapat sharing benefits atau perolehan 
keuntungan oleh masing-masing negara. 
Begitu pula halnya dengan Indonesia yang bekerja sama secara bilateral dengan 
Jepang dalam bidang mitigasi bencana. Kondisi geografis kedua negara dan frekuensi 
terjadinya bencana alam yang sering menjadi dasar bagi kedua negara untuk 
bekerjasama dalam hal mitigasi bencana alam.Selain itu, kerjasama bilateral 
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bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing negara dalam hal 
keselamatan dan keamanan setiap individu yang bermukim di kedua negara tersebut 
sebagai bentuk dari penerapan human security. 
Setiap kerjasama bilateral memiliki prospek yang dicapai dalam bentuk 
kebijakan-kebijakan yang ditawarkan untuk mengimplementasikan perjanjian 
kerjasama kedua negara. Begitu pula halnya dengan kerjasama bilateral Indonesia dan 
Jepang dalam bidang mitigasi bencana. Kebijakan-kebijakan penanggulangan 
bencana tertuang dalam MoUdalam bidang Informasi dan komunikasi yang. Pada 
pembahasan telekomunikasi yaitupada poin ke-6 yang berisi cooperation in field 
disaster management system.
50
 Kebijakan itu berupa sharing teknologi informasi dan 
komunikasi dalam penanganan bencana alam, seperti penggunaan visualisasi 3D 
untuk meningkatkan penggunaan data infrastruktur atau citra aset di seluruh wilayah 
menggunakan visualisasi yang terukur. Teknik visualisasi 3D yang dipadukan dengan 
teknologi Geospasial Information System (GIS) berhasil dengan contoh pada instansi 
Kementerian Perhubungan yang sudah memanfaatkan GIS ini memadukan data 
berupa terminal angkutan umum di sekitar lereng Merapi yang mereka miliki dengan 
Google Earth saat terjadi erupsi akhir 2010. Hasilnya, mereka dapat segera menutup 
dua terminal yang berada dalam radius bahaya erupsi.
51
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Dokumen Memorandum Of Understanding Kerjasama Indonesia dan Jepang dalam Bidang Informasi 
dan Komunikasi .Diakses melalui 
http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index?Treaty[country_id]=61&Treaty[work_type_id]=1 , 
pada  22 Mei 2016 
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National Geographic Indonesia, (http://nationalgeographic.co.id/berita/2011/06/teknologi-geospasial-
untuk-penanggulangan-bencana), diakses pada, 16 Juli 2017. 
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Selain itu, berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Probolinggo Jawa Timur 
bahwa teknologi GIS saat ini sudah semakin canggih dengan tidak hanya dilengkapi 
dengan pembuatan Basis data; inventori; overlay SIG namun juga dilengkapi dengan 
Analisis resiko;Analisis untung rugi; proses geologi; statistik spasial; matriks 
keputusan; analisis sensitivitas; proses geologi; korelasi; auto korelasi dan banyak 
peralatan dan algoritma untuk pembuatan keputusan spasial yang komplek lainnya. 
Sehingga dapat dikenali bahwa area dimana resiko dengan potensi bahayanya, proses 
mitigasi dapat dimulai.
52
 
Kerjasama biateral Indonesia dan Jepang dalam bidang mitigasi bencana 
berupaya untuk meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam 
penanggulangan bencana alam. Hal tersebut didukung oleh pembahasan kebijakan 
dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan invasi salah satunya dalam 
penanggulangan atau mitigasi bencana alam. Pembahasan kebijakan pada tahun  
2016
53
 melibatkan Duta Besar untuk Kerjasama Sains dan Teknologi dari Pihak 
Jepang dan Sekretaris Jenderal untuk Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan 
Tinggi Indonesia. Selainitu juga kementerian dan organisasi terkait, termasuk Kantor 
Kabinet Jepang (CAO),  Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan 
Teknologi (MEXT), Departemen Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (MAFF), 
                                                          
52
BPBD Kabupaten Probolinggo, (http://bpbd.probolinggokab.go.id/id/berita/pemanfaatan-sig-system-
information-geografis-untuk-mitigasi-bencana/), diakses pada 16 Juli 2017. 
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 Kantor Berita Politik, 15 September 2016, (http://dunia.rmol.co/read/2016/09/15/260772/Jepang-
Dan-Indonesia-Perkuat-Kerjasama-Sains-Dan-Teknologi-), diakses pada 16 Juli 2017. 
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Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Indonesia dan Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (LIPI).  
Bukti prospek kerjasama Indonesia dan Jepang, di mana penanganan mitigasi 
bencana Indonesia telah semakin bagus adalah teknologi sabu dam. Berdasarkan data 
yang diperoleh dari Detik News
54
, teknologi sabo dam hasil kerjasama Jepang dan 
Indonesia efektif dikembangkan di sejumlah wilayah yang mempunyai gunung 
berapi. Sabo berarti sistem pengendalian erosi, sedimen, lahar hujan, dan 
penanggulangan tanah longsor.Di Indonesia fungsi Sabo lebih banyak dipraktikkan 
dalam teknologi pengendalian material di hulu sungai yang ada di gunung berapi. 
Teknologi sabo dam di Indonesia saat ini banyak dibangun di sepanjang sungai di 
sekitar hulu gunung berapi. Salah satunya adalah sabo dam di Gunung Merapi. 
Hampir semua aliran sungai yang berhulu di Merapi yang ada di empat kabupaten 
yakni Boyolali, Klaten, Magelang dan Sleman dibangun sabo dam.  
Selain itu, perjanjian kerjasama bilateral berupa press release Japan 
International Cooperation Agency (JICA) Indonesia Office. Perjanjian kerjasama 
tersebut berupa kerjasama untuk meningkatkan infrastruktur metropolitan, 
memperkuat pencegahan bencana, dan mengembangkan sumber daya manusia 
dengan implementasi di Indonesia. Melalui kebijakan memperkuat pencegahan 
bencana, dalam hal ini adalah mitigasi, maka Indonesia dan Jepang memiliki dasar 
perjanjian yang telah disepakati dalam melaksanakan kebijakan mitgasi bencana. 
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Detik News, (https://news.detik.com/berita/d-3064749/sabo-dam-bukti-kerjasama-jepang-indonesia-
dalam-mitigasi-bencana), diakses pada, 16 Juli 2017. 
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Kebijakan yang diterapkan di Indonesia adalah memperkuat langkah-langkah 
pencegahan terhadap bencana alam dan kerjasama untuk rekonstruksi. Seperti 
mendukung pembangunan ekonomi di kawasan Gunung Merapi yang terletak antara 
provinsi Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta. Proyek tersebut membantu konstruksi 
fasilitas sabo (pengendalian sedimen); mendukung rehabilitasi kerusakan akibat 
aliran debris dan mitigasi kemungkinan kerusakan di masa depan. 
Prospek kerjasama bilateral mitigasi bencana antara Indonesia dan Jepang 
sudah terlihat dalam perjanjian mitigasi bencana berupa memperkuat pencegahan 
bencana dan pembangunan infrastruktur di wilayah yang rawan terjadinya bencana. 
Prospek bagi Jepang dalam kerjasama bilateral adalah Jepang dapat melakukan 
investasi di Indonesia, salah satunya adalah investasi proyek penelitian, dan 
pembangunan infrastruktur maupun sarana dan prasarana teknologi mitigasi bencana. 
Seperti yang diketahui bahwa perekonomian Indonesia pada tahun 2015-2017 dengan 
data yang diperoleh dari BPS
55
, bahwa erekonomian Indonesia tahun 2016 yang 
diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai 
Rp.12.406,8 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp.47,96 juta atau 
US$3.605,1. Ekonomi Indonesia tahun 2016 tumbuh 5,02% lebih tinggi dibanding 
capaian tahun 2015 sebesar 4,88%.Pertumbuhan PDB riil diproyeksikan naik menjadi 
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Badan Pusat Statistik, (https://www.bps.go.id/brs/view/id/1363), diakses pada 18 Juli 2017. 
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5,2 persen di tahun 2017, dan mencapai 5,3 persen pada 2018.
56
 Sehingga hal tersebut 
yang menarik Jepang untuk berinvestasi di Indonesia. 
Akan tetapi, tantangannya adalah keselamatan dan keamanan individu di 
Indonesia sebagai negara dengan frekuensi yang sering terjadinya bencana. Dimana 
keselamatan dan keamanan investor adalah yang paling utama. Oleh karena itu, 
melalui kerjasama bilateral mitigasi bencana dengan Indonesia, maka Jepang dapat 
berinvestasi dalam bidang penanggulangan bencana. 
Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam berlimpah selain letaknya 
yang strategis di wilayah Asia Tenggara. Hal tersebut yang membuat Indonesia 
menjadi propspek yang bagus bagi Jepang dalam menembangkan kerjasama bilateral.  
Selain itu ikatan ekonomi melalui investasi dan perdagangan juga turutmenambah 
pentingnya Indonesia bagi Jepang.Indonesia, merupakan salah satu sumberpemasok 
bahan baku untuk Jepang pasca perang dingin tahun 1960
57
 di 
bawahKepemimpinanHayato. Hal ini juga diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri 
JepangOhira Masayoshi, dalam pesan suratnya ketika bertemu Presiden Soekarno 
pada tahun1962, mengatakan bahwa bahwa "Indonesia merupakan negara yang 
sangat pentinguntuk bermitra dengan Jepang dalam kerjasama ekonomi di Asia dan 
Jepang harusmembantu sebanyak mungkin dalam bekerja sama dengan bangsa." 
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The World Bank, (http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/publication/indonesia-economic-
quarterly-march-2017), diakses pada, 20 Juli 2017. 
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 Gildhalisa dkk, Peran Japan International Coorporation Agency (Jica) Dalam Mengatasi  
Perubahan Iklim Di Indonesia Melalui Climate Change Program Loan (Ccpl) 2007-2010, 
hal. 03. 
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Menurut Ohno, ada dua faktor historis yang membuat visi bantuan 
danpembangunan Jepang berbeda dengan negara donor lainnya, yaitu, pertama, 
Jepangmerupakan satu-satunya negara donor yang non barat dengan sejarah 
kesuksesanindustrialisasi. Jepang berhasil mengatasi kehancuran setelah kekalahan 
Jepang padaPerang Dunia II dengan menguatkan manufacturing base yang 
berkontribusi dalamperdagangan dan investasi yang kemudian mampu mendorong 
pembangunan danmengurangi kemiskinan. Kedua, keputusan Jepang setelah perang 
untuk menolakpenggunaan kekuatan militer dan menekan ODA berperan sebagai alat 
diplomasi.
58
 
Indonesia merupakan salah satu negara penerima investasi (FDI) 
Jepangterbesar.Jepang merupakan partner dagang terbesar Indonesia, baik dari sisi 
ekspormaupun impornya. Dari tahun 1940-an sampai dengan tahun 1960-an, 
Indonesia memiliki ketergantungan impor dari Jepang, dan ketergantungan ekspor 
kepadaAmerika Serikat. Namun semenjak itu, baik impor dan ekspor Indonesia 
tergangungpada Jepang. Indonesia merupakan penyedia (supplier) LNG (liquefied 
natural gas)terbesar bagi Jepang. Selain itu pula, Indonesia pernah menjadi salah satu 
negara pengekspor minyak Jepang dengan jumlah yang cukup signifikan.
59
 
Dalam setiap penyaluran ODAmengandungunsur pokok, yaitu:
60
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Boulder,  
CO:Westview Press, 1993.hal. 43. 
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a. kemanusiaan (humanitarism), 
b. hubungan yang setara dan saling ketergantungan (interdependence), 
c. perlindungan lingkungan (environmental protection), dan perdamaian 
(peace). 
Unsur pokok ODA Jepang yang berupa humanitarism menjadi keunikan bagi 
kerjasama mitigasi bencana di Indonesia. unsur kemanusiaan yang dibawa oleh 
bantuan Jepang menjadi alasan bagi Jepang untuk bekeraja sama secara bilateral 
dengan Indonesia. jika unsur bantuan ODA Jepang dalam bidang kemanusiaan 
diturunkan, maka akan tercipta kebijakan-kebijakan kerjasama bilateral dalam bidang 
teknologi informasi dan komunikasi; keamanan dan HAM; hingga mitigasi bencana. 
Sehingga, unsur human securitydi Indonesia dan bagi Jepang dapat tercapai melalui 
kerjasama bilateral dalam mitigasi bencana di Indonesia. 
Unsur human security Jepang dalam kerjasama mitigasi bencana di Indonesia 
dikemas melalui soft diplomacy yang dijalankan Jepang ke Indonesia.Soft diplomacy 
merupakan upaya suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya melalui 
pendekatan sosial dan budaya. Begitu pula halnya bagi Jepang bantuan kemanusiaan 
dalam kerjasama bilateral mitigasi bencana di Indonesia, bantuan ODA Jepang akan 
tetap mengalir serta investasi di Indonesia juga tetap ada. Sehingga, upaya soft 
diplomacy Jepang ke Indonesia menjadi hal yang mendasari kepentingan Jepang 
dalam kerjsama mitigasi bencana di Indonesia. 
Berdasarkan hal tersebut, prospek kerjasama Jepang di Indonesia dalam bidang 
mitigasi bencana adalah Jepang dapat terus memberikan pinjaman sebagai bentuk 
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bantuan kemanusiaan bagi Indonesia. Di dalam perjanjian kerjasama bilateral 
mitigasi bencana Indonesia-Jepang, terdapat proyek Urgent Disaster Reduction 
Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area II dengan jumlah pinjaman 
sebanyak 5,111 milyar yen dengan masa pengembalian 40 tahun. Proyek tersebut 
memang diperuntukkan dalam bidang rekonstruksi bencana di Indonesia. Selain itu, 
ada proyek Countermeasures for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir 
(II)dengan jumlah pinjaman sebanyak 4,954 milyar yen dengan masa pengembalian 
pinjaman 25 tahun.
61
 
Proyek bantuan Jepang selanjutnya adalah JICA - Jepang The Project for Safe 
School Reconstruction in Devastated Areas of Padang in West Sumatera 
Province.Proyek tersebut merupakan kerjasama Jepang – Indonesia untuk 
penanggulangan bencana gempabumi Sumatera Barat melalui pembangunan sekolah 
tahan gempa di wilayah Sumatera Barat. Lokasi pemberian bantuan tersebut berada di 
SDN 08 Sintuk Toboh Gadang dan SDN 23/24 Padang dengan jumlah bantuan yang 
diberikan sebesar ¥ 549.000.000 pada tahun 2014.
62
 
Proyek pemberian bantuan kemanusiaan Jepang ke Indonesia dalam bentuk 
bantuan termasuk dalam kebijakan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jepang 
dalam bidang mitigasi bencana. Selain berinvestasi di Indonesia, prospek kerjasama 
bilateral ini bagi Jepang adalah pemberian bantuan bagi bencana alam di Indonesia. 
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Press Release, Penandatanganan Perjanjian Pinjaman ODA Jepang dengan Republik Indonesia,  
Kerjasama untuk meningkatkan infrastruktur metropolitan, memperkuat pencegahan 
bencana, dan mengembangkan sumber daya manusia, Japan International Cooperation 
Agency (JICA) Indonesia Office, 2014, hal. 04. 
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sedangkan bagi Indonesia, prospek kerjasama bilateral dalam bidang mitigasi 
bencana adalah dengan melihat Jepang sebagai negara yang maju dalam bidang 
teknologi penanganan bencana alam, dalam hal ini adalah mitigasi bencana. Dengan 
bekerjasama bilateral dengan Jepang, maka Indonesia akan memiliki teknologi 
penanganan atau mitigasi bencana yang canggih dalam menanggulangi bencana alam. 
Prospek kerjasama Indonesia dengan Jepang dalam bidang mitigasi bencana 
memberi prospek yang besar bagi Indonesia untuk menjadi negara dengan 
penanggulangan bencana yang bagus setiap tahunnya. Selain itu, peningkatan 
kesadaran (awareness) bagi seluruh masyarakat dibangun melalui berbagai sosialisasi 
dan teknologi mitigas bencana. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai human 
security dalam aspek keamanan dan keselamatan seluruh masyarakat Indonesia. 
Pencapaian human security di Indonesia dilakukan melalui kerjasama bilateral 
Indonesia dan Jepang dalam bidang mitigasi bencana, yang salah satunya dalam 
bentuk penggunaan teknologi early warning system. Peringatan dini (early warning 
system) adalah proses monitoring situasi dalam masyarakat atau daerah yang 
diketahui rawan terhadap bahaya.Sistem peringatan dini (early warning system) ini 
dibangun dengan maksud bahwa agar para pengambil kebijakan di bidang mitigasi 
dan penanggulangan bencana alam lebih mudah dalam mengambil keputusan untuk 
melakukan tindakan apa yang dapat dipersiapkan sebelum, pada saat, maupun pasca 
kejadian suatu bencana.
63
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Early Warning System (EWS)yang dibangun memiliki kemampuan 
memprediksi banjir dengan menggunakan datamining, data mining merupakan 
historis kejadianyang pernah terjadi sebelumnya, dimana data yang diambil dari 
BMKG, serta diolah denganmenggunakan metoda Algoritma C4.5 
sehinggamenghasilkan pohon keputusan apakahberpotensi banjir atau tidak. 
Sedangkan pengiriman data sendiri menggunakan wireless sensor network (WSN) 
serta sebuah mini komputer Raspberry Pi digunakan sebagai webserver untuk 
pemprosesan dari EWS. Informasidata cuaca dan prediksi akan potensi banjir 
ataudapat diakses secara realtime dan up to date dimanapun dan kapan pun karena 
dapat diaksesmelalui webpage secara online, apakah dengantab, smartphone serta 
laptop dan PC.
64
 
Early warning system ini digunakan di wilayah Batu Busuak, Padang, 
Sumatera Barat yang merupakan daerah rawan banjir. Sebelum diterapkannya 
teknologi peringatan early warning system, tidak terdapat informasi mengenai 
keadaan cuaca, sehingga jika terjadi akan memberi efek besar terhadap daerah aliran 
sungai Batu Busuak. Prediksi cuaca yang sulit di daerah tersebut sangat terbantu 
dengan adanya teknologi early warning system. 
Terdapat tiga Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat memiliki AWS 
(Automatic Weather Station) atau stasiun cuaca otomatis yang merupakan salah satu 
bentuk dari peringatan dini bencana alam atau early warning system. Stasiun cuaca 
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otomatis dikelola dengan menggunakan anggaran mandiri masing-masing Kabupaten, 
yaitu di Stasiun pengamatan Gempa bumi di Kota Padang Panjang; Stasiun 
pengamatan atmosfer global di Kota Tabang Kabupaten Bukittinggi; Stasiun 
pengamatan kelautan di pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang. Tower sirine 
peringatan tsunami telah terpasang dibelakang kantor pemerintah Kota, namun,dalam 
kodisi tidak berfungsi karena kerusakan ringan sejak tahun 2008. Alat transmisi radio 
Kabupaten adalah sebagai berikut:Tiga buah stasiun radio transmisi utama berada di 
rumah walikota, kantor pemerintah dan kantorpemerintah kota yang dulu. Sepuluh 
(10) radio transmisi mobile (keliling) dikelola oleh kantorBAKESBANG. Lima 
perwakilan Kota yaitu walikota, kepalaBAKESBANG, staf BAKESBANG, kepala 
PU, serta staf BAPPEDA menerima informasilangsung dari SATKORLAK melalui 
SMS atau telepon. SATKORLAK meneruskan informasigempa bumi dan tsunami 
sebagaimana informasi meteorologi dari BMG. 
Berdasarkan Bagan 2.,SATLAK menerima informasi dari BMG melalui 
internet dan juga sirine. Tower sirinedioperasikan oleh SATKORLAK. Setelah 
informasi/peringatan disampaikan atau diterimainformasi akan diteruskan dengan rute 
berikut: 
1) Menggunakan komputer POSKO di kantor BAKESBANG, SMS (pesan singkat 
melaluihandphone) secara otomatis dikirimkan kepada anggota SATLAK dan Camat. 
Merekaakan meneruskan informasi kepada masyarakat dengan berbagai cara. 
2) Peringatan/informasi yang disebarkan ke masyarakat melalui sirine diteruskan 
kepadaSATLAK melalui operator, dan sesudah itu SATLAK meneruskannya kepada 
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camat danmasyarakat yang berada jauh dari sirine. Jarak dengar sirine kurang lebih 
dalam radius 2.5Km. 
Bagan 2. Sistem Pengiriman Informasi Bencana, Peringatan Dini dan Evakuasi di 
Kota Pariaman 
 
Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kajian tentang 
Penanggulangan Bencana di Indonesia, Laporan Akhir, JICA, ASEAN Disaster 
Reduction Center, Maret 2009, bab 7 hal. 16. 
 
Sistem peringatan dini atau early awarness system memberi dampak yang 
positif bagi penanggulangan bencana alam di Indonesia. Sistem peringatan dini 
terhadap bencana alam memberi peringatan lebih awal kepada pemerintah maupun 
masyarakat tentang bencana alam. Selain itu, informasi yang lebih banyak mengenai 
kondisi cuaca serta data-data bencana alam berupa prediksi terhadap bencana alam. 
Selain itu, sistem peringatan dini meningkatkan kesadaran kepada masyarakat untuk 
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menanggulangai bencana alam dengan kerja sama dengan pemerintah. Kolaborasi 
elemen masyarakat dengan pemerintah dalam menanggulangi bencana alam dapat 
meminimalisisr dampak kerugian yang ditimbulkan terhadap bencana alam yang 
terjadi. 
Dampak positif yang dirasakan di daerah-daerah di Indonesia, seperti di 
Sumatera Barat dengan adanya sistem peringatan dini dengan bentuk stasiun cuaca 
otomatis. Bentuk penanggulangan bencana alam melalui stasiun-stasiun otomatis 
tersebut meningkatkan kesadaran terhadap pemerintah maupun masyarakat dalam 
meningkatkan human security berupa keamanan dan keselamatan masing-masing 
individu, dengan seluruh masyarakat secara umum. Salah satunya adalah 
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi satelit yang 
melacak informasi mengenai kondisi suatu wilayah, dan didukung oleh teknologi 
informasi dan komunikasi serta alat sirine, maka informasi peringatan bencana alam 
dengan mudah untuk tiba di masyarakat melalui SATLAK dan organisasi 
masyarakat. 
Dalam prospek kerjasama bilateral Indonesia dengan Jepang dalam bidang 
mitigasi terdapat beberapa tantangan yang dapat menghambat peningkatan kerjasama 
bilateral tersebut di Indonesia. Sebanyak  274 kabupaten/kota di Indonesia juga 
terancam bahaya longsor. Untuk mengantisipasi longsor, BNPB membutuhkan 
ratusan sistem peringatan dini (early warning system). Namun, alat yang ada saat ini 
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jumlahnya baru 50 unit.
65
 Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terbatasnya 
pendistribusian alat-alat sistem peringatan di seluruh daerah di Indonesia. 
Penyebabnya adalah kurangnya koordinasi antara instansi dengan melihat pentingnya 
mitigasi bencana di Indonesia. 
Berdasarkan informasi dari petugas BMG, BMG telah membangun AWS 
termasuk stasiungeofisika untuk tsunami dan gempa bumi di Kabupaten Banyuwangi 
Provinsi Jawa Timur, akan tetapi masih terdapat beberapa kendala dalam menerapkan 
early warning system. Adapun Kondisi Peringatan Dini dan Evakuasi di kabupaten 
Jember, yaitu: 
a. Meskipun BMG sudah mengembangkan pemonitoran dengan menggunakan 
telemeter dan sistem peringatan dini, tapi ini tidaklah cukup untuk 
menjangkau seluruh Kabupaten Jember dan akan memakan waktu serta 
menimbulkan beberapa masalah seperti kekurangan dana. 
b. Pengamatan lokal dan aktual serta kegiatan pemberian peringatan dilakukan 
oleh beberapadinas, akan tetapi masih belum dilaksanakan secara sistematis.
66
 
Selain itu, tantangan penerapan teknologi ini terletak pada masalah koordinasi 
dan birokrasi pemerintahan yang masih membelit hingga saat ini. Hal tersebut yang 
menyebabkan masih terbatasnya pendistribusian alat-alat sistem peringatan di seluruh 
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daerah di Indonesia. Adapun sepanjang tahun 2015
67
, peristiwa bencana alam 
didominasi oleh banjir, tanah longsor dan puting beliung. Selain diakibatkan oleh 
kondisi alam, seperti pola hujan yang berubah-ubah, juga dipengaruhi oleh 
bertambahnya jumlah penduduk dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap 
bencana. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Dampak dari pelaksanaan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jepang 
bagi Indonesia adalah dampak positif.kepentingan nasional yang hendak 
dicapai oleh Indonesia dalam hal keamanan masyarakatnya tercapai, dalam 
hal ini human security juga dapat dilihat dari meningkatnya penanganan 
atau mitigas bencana di Indonesia dan berkurangnya kerugian yang 
ditumbulkan oleh bencana alam. Selain itu, melalui kerjasam bilateral 
mitigasi bencana, Indonesia dapat memperoleh cara penanganan bencana 
alam melalui teknologi informasi dan komunikasi sehingga meningkatkan 
efektivitas mitigasi bencana di Indonesia. 
2. Prospek kerjasama bilateral Indonesia dan Jepang dalam bidang mitigasi 
bencana sangat besar bagi Jepang. Hal tersebut terlihat bahwa Jepang dapat 
memberi bantuan kepada Indonesia dan berinvestasi melalui kerjasama 
bilateral mitigasi bencana dengan Indonesia. Selain itu, prospek kerjasama 
bilateral mitigasi bencana bagi Indonesia adalah meningkatkan kapasitas 
dan efisiensi mitigasi atau penanganan bencana di Indonesia sehingga aspek 
keamanan dan keselamatan setiap individu dan seluruh masyarakat 
Indonesia tercapai. 
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B. Saran 
1. Indonesia dan Jepang perlu meningkatkan bidang-bidang kerjasama 
mitigasi bencana dalam hal pertahanan bencana, simulasi saat bencana di 
seluruh daerah yang ada di Indonesia. 
2. Pemerintah Indonesia perlu lebih meningkatkan koodinasi dengan instansi 
yang satu dan lainnya, sehingga koorrdinasi penyediaan alat-alat 
penanganan mitigas bencana dapat terpenuhi dan terdistribusi ke seluruh 
daerah yang ada di Indonesia. 
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